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Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran dan 
Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 di Desa 
Bulumargi Perspektif Mas}lah}ah” merupakan hasil penelitian kualitatif yang 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana implementasi 
kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 di Desa Bulumargi (2) Bagaimana implementasi kebijakan 
penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 di Desa Bulumargi persepktif Mas}lah}ah. 
 Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. 
Pengambilan data dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara kepada 
kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator Bantuan Sosial 
Tunai, Perangkat dan Masyarakat Desa Bulumargi untuk menggali tentang 
Bantuan Langsung Tunai Dana di Desa Bulumargi dan bagaimana dalam 
perspektif Mas}lah}ah, selanjutnya dianalisis deskriptif analisis. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  di Desa Bulumargi dari 
pemerintah pusat, yaitu: Tim pembina, Tim pengendali, Tim pelaksana. Indikator 
implementasi kebijakan meliputi isi kebijakan, lingkungan kebijakan, komunikasi, 
sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Terdapat kandungan 
Mas}lah}ah al-‘A>mmah dan Mas}lah}ah al-Kha>ssah. Terdapat konsep penjagaan H}ifz} 
min nahiyah al-wuju>d (Penjagaan dengan cara ada) dan H}ifz} min nahiyah al-adam 
(Penjagaan dengan cara tidak ada).  
Peneliti memberikan saran-saran, diantaranya: sebagai tim pembina 
harus memberikan jaminan kepada tim pengendali dan tim pelaksana, sehingga 
pendistribusian dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat mengupas lebih lanjut tentang implementasi 
kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam perspektif Mas}lah}ah, 
karena keterbatasan penulis dalam menggali informasi tentang Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa dalam perspektif Mas}lah}ah. 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Dan Desa, 
Mas}lah}ah. 
 


































The thesis entitled "Implementation of the Policy for the Distribution and 
Utilization of Village Fund Cash Direct Assistance to Victims of Covid 19 in 
Bulumargi Village from the Mas}lah}ah Perspective" is the result of a qualitative 
research that aims to answer questions about (1) How to implement the policy for 
the distribution and utilization of Cash Direct Assistance Village Funds for Covid 
19 victims in Bulumargi Village (2) How to implement the policy for the 
distribution and use of Village Fund Cash Direct Assistance for Covid 19 victims 
in Bulumargi Village, Mas}lah}ah perspective. 
 The method used is a descriptive-qualitative approach. Collecting data 
by means of documentation, observation and interviews with the head of the 
Community and Village Empowerment Service, Coordinator of Cash Social 
Assistance, Devices and the Bulumargi Village Community to explore the direct 
cash assistance in Bulumargi Village and how from Mas}lah}ah 's perspective, then 
analyzed descriptively analysis. 
The results obtained indicate that the mechanism for distributing Village 
Fund Direct Cash Assistance in Bulumargi Village from the central government, 
namely: the coaching team, the control team, the implementing team. Indicators of 
policy implementation include policy content, policy environment, 
communication, attitude of implementers, bureaucratic structure, and resources. It 
contains Mas}lah}ah al-‘A>mmah and Mas}lah}ah al-Kha>ssah. The concept of 
guarding there is H}ifz} min nahiyah al-wuju>d (guarding by means) and H}ifz} min 
nahiyah al-adam (guarding by means of no). 
Researchers provide suggestions, including: as a coaching team must 
provide guarantees to the control team and the implementation team, so that the 
distribution can be distributed properly and on target. For further researchers, it is 
hoped that they will be able to explore more about the implementation of the 
Village Fund Cash Direct Assistance policy in the perspective of Mas}lah}ah, 
because of the limitations of the author in digging up information about the 
Village Fund Direct Assistance in the perspective of Mas}lah}ah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh 
sekelompok orang aktor politik yang mempunyai maksud untuk mengatasi 
suatu masalah. Kebijakan sebagai rangkaian tindakan untuk memecahkan 
masalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai 
tujuan yang ditetapkan.1 Kebijakan termasuk dari rangkaian keputusan 
kecil, kemudian menghasilkan suatu keputusan yang pasti dan bisa 
dijalankan dengan baik. Kebijakan yang diusulkan, kemudian digunakan 
dalam rangka merealisasikan ke sasaran tertentu.  
Dalam rangka merealisasikan kebijakan yang tepat sasaran, maka 
perlu adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan diperlukan 
mengacu pada setiap kebijakan yang telah dibuat.2 Implementasi kebijakan 
merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Tahap 
formulasi kebijakan
3
 ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan kebijakan, 
sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan pada 
tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu 
proses interaksi antara perangkat dan tindakan untuk mencapai tujuan. 
                                                          
1
 Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program 
Pembangunan,” Moderat Volume 2 No. 02  (02 mei 2016), 790. 
2
  Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaiamana” Volume 1 No. 1 
(Tahun 2010): 6. 
3
 Formulasi kebijakan adalah sebagai suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan 
kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Lihat Budi Winarno, Kebijakan Publik: 
Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 23. 
 


































Kebijakan pemimpin haruslah bermanfaat dan mensejahterakan 
bagi setiap masyarakat terlebih dalam keadaan pandemi. Keadaan pandemi 
yang menjadi perhatian khalayak ramai yaitu dimulai dari isu virus Covid 
19 dari Wuhan China
4
 yang kemudian merambah ke negara-negara 
lainnya, akhirnya pada tahun 2020 ke negara Indonesia.
5
 Hal ini 
mengakibatkan perhatian pemerintah untuk melakukan tindakan, agar 
masyarakat tidak panik dan ketakutan dengan keadaan ekonomi serta 
kesehatannya.  
Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka 
menanggulangi pandemi Covid 19 yaitu melalui penerapan protokol 
kesehatan dan bantuan sosial. Penerapan protokol kesehatan baik dari 
pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW yaitu 
melalui sosial distancing, physical distancing, PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 
seluruh wilayah Jawa-Bali, dan PPKM Mikro.
6
 Sedangkan Bantuan dari 
pemerintah pada masa pandemi Covid 19 yaitu berupa BLT DD (Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, Dana Desa 
dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi Covid 19, 
maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi korban Covid 19. 
                                                          
4
 Lihat https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5023507/dokter-china-klaim-temukan-virus-
corona-di-wuhan diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 08.30 wib. 
5
 Lihat https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/29/125212165/virus-corona-menyebar-




main-main-istilah-saat-gamang-lockdown diakses pada tanggal 13  Maret 2021, pukul 11.00 wib. 
 


































Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan 
sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada korban Covid 19, khusunya di pedesaan.
7
   
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pemerintahan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 
Tentang Desa Tanggap Covid 19 sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa 
Tanggap Covid 19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
dengan menggunakan Dana Desa.
8
 Dana Desa sesuai Surat Edaran 
Mendes PDTT No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran 
Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 
dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
9
 Berdasarkan Surat 
Edaran Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang prioritas 
penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam upaya penanganan pandemi 
Covid 19 serta program-program kegiatan pembangunan swakelola atau 
padat karya tunai.
10
 Kebijakan dari Menteri Desa tersebut diperioritaskan 
dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan Covid 19. 
Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
                                                          
7
 Lihat https://nasional.kontan.co.id/news/dana-desa-resmi-diubah-menjadi-blt-untuk-
menanggulangi-dampak-corona-di-pedesaan diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 11.15 
wib. 
8
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 
Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Desa Tanggap 
Covid 19 Dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dengan Menggunakan Dana Desa, 
2020. 
9
 Menteri Desa, Dana Desa Sesuai Surat Edaran Mendes PDTT No. 11 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Surat Edaran Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 
Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), BLT Dana Desa, 2020. 
10
 Peraturan Menteri Desa PDTT, Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 
2020. 
 


































Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di 
tingkat Desa. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan 
berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima manfaat dan alokasi dana 




1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: 
a. Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai penetapan 
jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak terdapat 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, jika tidak terdapat 
calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria 
b. Melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa 
2. Kriteria KPM (Keluarga Penerima Manfaat) 
Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 
memenuhi kriteria: 
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa 
bersangkutan 
b. Tidak termasuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu 
Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos 
Pemerintah lainnya. 
                                                          
11
 Ashari, Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa 
April 2020), 2020, 120.  
 


































c. Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai 
mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) dari 
Kemensos. 
3. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM (Keluarga 
Penerima Manfaat)  pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020 
a. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni) 
b. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September, 
Oktober, November, Desember)  
4. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa yaitu Desa dapat menentukan calon penerima 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria 
yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, 
serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan data dari 
DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) sebagai referensi bagi yang 
menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan 
Pangan Non Tunai), Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya. 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaiknya 
disalurkan kepada korban Covid 19 yang membutuhkan, mengingat 
keberlangsungan hidup manusia untuk terus bertahan di tengah pandemi 
Covid 19. Dalam penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), 
perangkat Desa Bulumargi menentukan 83 KPM sebagai penerima 
 


































manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tahun 2020. Desa 
Bulumargi terdiri dari lima Dusun di antaranya yaitu Dusun Awar-Awar, 
Dusun Bulugondang, Dusun Kepoh, Dusun Kemlagi, dan Dusun 
Karangdowo.
12
 Desa Bulumargi termasuk Desa yang  penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan dari Surat 
Edaran Menteri No. 7 Tahun 2020 yaitu penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa mengalami keterlambatan dalam penyaluran dan 
perangkat Desa Bulumargi belum melakukan pendataan ulang terkait 
penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga tidak tepat 
sasaran karena data yang digunakan tidak valid. Setelah peneliti 
melakukan penelitian, peneliti melihat adanya kesenjangan antara 
masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyalurannya 
terlambat, dan tidak tepat sasaran.
13
 Hal ini menjadi acuan warga Desa 
Bulumargi, terutama antar RT yang satu dengan RT yang lainnya, 
sehingga menimbulkan kekisruhan dan kecemburuan sosial. 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 haruslah memberikan manfaat kepada masyarakat. Sesuai 
dengan pernyataan kaidah fiqih, bahwa kebijakan pemimpin terhadap 
rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan (tasharraf al-ima>m ‘ala > 
rai>yah al-manu>thun bi al-mas}lah}ah).14 Dalam rangka mewujudkan 
kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan 
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berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya bermuara pada 
perwujudan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan 
tujuan Islam (maqa>shid al-syari >’ah) yaitu h}ifz} al-nafs. H}ifz} al-nafs yaitu 
memelihara kelangsungan hidup manusia.
15
  
Keberlangsungan hidup masyarakat di bumi pertiwi merupakan 
kemaslahatan  yang harus dicapai dengan baik. Mas}lah}ah yang dituju oleh 
sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, 
karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dalam 
pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang 
membahayakan dirinya. Menurut al-Ghazali dalam Busyro menyatakan 
bahwa mas}lah}ah memiliki lima prinsip dasar yakni memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Penjagaan terhadap mas}lah}ah 
adalah dengan menjaga lima hal (kulliya>t al-khamsah) oleh al-Ghazali 
ditempatkan pada posisi kekuatan mas}lah}ah al-dlaru>riyat. Pemeliharaan 
terhadap kelima prinsip tersebut merupakan level tertinggi dari mas}lah}ah. 
Sebaliknya, kebijakan atau tindakan yang merusak kelima hal tersebut 
dinilai sebagai mafsadah (kerusakan atau akibat buruk bagi kelompok).16 
Karena itu erat hubungan antara metode mas}lah}ah dan maqa>shid al-
syari >’ah. Banyak ditemukan ungkapan bahwa penjagaan terhadap 
maqa>shid al-syari >’ah ataupun penjagaan terhadap mashlah}ah adalah 
dengan menjaga lima hal (kulliya>t al-khamsah). Atau kadang disebut 
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 Supriyadi, “Kebijakan penanganan Covid 19 dari Perspektif Hukum Profertik Covid-19 
Handling Policy of Profetical Law Perspective,”  Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, 
Edisi Khusus, (Oktober 2020), 112. 
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 Lihat Busyro, Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta: 
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dengan dlaru>riyat al-khamsah, yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta benda.
17
    
Dari segi tujuan dan prinsip dasar tujuan Islam yang terjadi dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dapat diambil yaitu 
dari segi mas}lah}ah al-dlaru>riyat, yang mana mempunyai tujuan yang jelas 
dengan mengedepankan kesejahteraan umat. Sebab penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa haruslah disalurkan kepada korban Covid 19 
dan lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang 
lebih membutuhkan di masa pandemi Covid 19.  
Agar kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
tersebut tidak melanggar hukum Allah SWT, maka penyaluran tersebut 
haruslah merata dan adil, sehingga tidak berputar kepada orang-orang itu 
saja dalam arti sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan lebih lanjut dalam 
pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 terkait dengan mas}lah}ah al-dlaru>riyat, apakah 
sudah mencapai mas}lah}ah dlaru>riyat al-khamsah atau belum. Berdasarkan 
latar belakang, maka penulis meneliti sebuah penelitian yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di Desa 
Bulumargi Perspektif Mas}lah}ah”.   
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B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak sesuai dengan 
ketentuan kebijakan dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 7 
Tahun 2020. 
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengalami 
keterlambatan dalam penyaluran. 
3. Perangkat Desa Bulumargi belum melakukan pendataan ulang terkait 
penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga tidak tepat 
sasaran karena data yang digunakan tidak valid. 
4. Tinjauan mas}lah}ah pada implementasi kebijakan penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 
19 di Desa Bulumargi. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan kemampuan peneliti, 
maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang: 
1. Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi. 
2. Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 






































D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa 
Bulumargi?  
2. Bagaimana analisis kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi 
dalam perspektif mas}lah}ah? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 
19 di Desa Bulumargi. 
2. Untuk menganalisis kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi 
perspektif mas}lah}ah. 
F. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini di antaranya adalah: 
1. Kegunaan untuk penulis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar penerapan ilmu yang 
sudah didapatkan selama menjalankan kuliah, sehingga dapat 
diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman dan 
pengetahuan tentang kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi. 
 


































2. Kegunaan untuk Universitas 
Hasil dari penelitian ini, penulis ingin menyumbangkan 
pemikiran dan menambahkan ilmu yang baik khususnya pada masalah 
kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa. Selain itu, semoga nantinya penelitian ini bisa bermanfaat bagi 
peneliti selanjutnya, terkhusus bagi Mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, umumnya bisa bermanfaat bagi 
Mahasiswa Universitas lain. 
3. Kegunaan untuk penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perangkat Desa Bulumargi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
kabupaten Lamongan untuk referensi atau bahan acuan, supaya dalam 
mengimplementasikan kebijakan lebih tepat dan teliti. 
G. Kerangka Teoretik  
1. Teori Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 
a. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, 
bertahap yang dilaksanakan oleh suatu instansi dengan dasar 
kebijakan yang ditentukan oleh otoritas berwenang. Implementasi 
merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai 
 






































Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam Agustino, 
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan 
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang 
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 
akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 




Menurut Winarno, implementasi merupakan alat administrasi 
hukum yang memuat berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 
teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan, 
guna mencapai tujuan. Disisi lain implementasi merupakan 
fenomena yang kompleks, sehingga dapat dipahami sebagai proses 
dan hasil keluaran (output).
20
 
Menurut Naihasya mengatakan, bahwa pengambilan kebijakan 
dengan implementasinya memiliki hubungan erat satu dan lainnya. 
Kegiatan yang sudah terencana tanpa implementasi maka tidak 
akan mendapatkan hasil yang baik. Suatu kebijakan yang sudah 
dirumuskan akan sia-sia jika tidak di implementasikan. Oleh karena 
itu, implementasi kebijakan terletak pada action intervention.
21
  
b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 
Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat miskin dalam 
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 I Gede, Gede Sandiasa, “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman dalam Pemberdayaan 
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bentuk uang tunai maupun sembako yang digunakan untuk 




Menurut Edi Suharto mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai 
merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada 
kelompok-kelompok yang rentan dengan dampak negatif jangka 




Dalam pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang 
kesejahteraan sosial mengatakan, bahwa Bantuan Langsung Tunai 
merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan 
sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari 
kesusahan dan kondisi sosial seseorang, baik keluarga, kelompok 
atau masyarakat yang hidupnya kekurangan. Program Bantuan 
Langsung Tunai merupakan bagian dari kebijakan pemerintah 
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin.
24
  
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bagian dari 
kebijakan Menteri Desa yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang 
Desa Tanggap Covid 19 sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa 
Tanggap Covid 19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa 
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(PKTD) dengan menggunakan dana desa.
25
 Dana Desa bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan 
untuk Desa. Bantuan yang diberikan oleh APBN diharapkan dapat 
membantu pendapatan dalam pembangunan Desa.
26
 Hal tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
menanggulangi kemiskinan, serta kualitas hidup masyarakat.  
2. Teori Mas}lah}ah 
Mash}lah}ah dalam ekonomi Islam, diterapkan sesuai dengan 
prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin 
meningkatkan mas}lah}ah yang diperolehnya. Imam asy-Syathibi dalam 
Rozalinda mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia dapat 
teralisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan 
dipelihara yaitu: agama (ad-di>n), jiwa (an-nafs), akal (al-‘aql), 
keturunan (an-nasl) dan harta (al-ma>l).27  
Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk 
mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok. Tujuannya adalah 
untuk kesejahteraan di akhirat. Dalam pemenuhan kebutuhan kelima 
unsur pokok tersebut tentu harus sesuai dengan tuntunan hukum Islam. 
Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada segi kandungan manfaat 
mas}lah}ah, yang mana ulama fiqh membaginya menjadi dua bagian: 
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 Regina Wowiling, “Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada 
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pertama, Mas}lah}ah al-‘A<mmah adalah kemaslahatan yang 
menyangkut orang banyak, tidak untuk kepentingan semua orang akan 
tetapi bisa berbentuk untuk kepentingan umat. Kedua, Mas}lah}ah al-
Kha>ssah adalah kemaslatahan pribadi dan jarang sekali digunakan. 
Jadi, dengan menggunakan kebijakan penyaluran dan pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 
memberikan dampak atau manfaat bagi Desa Bulumargi.  
H. Penelitian Terdahulu  
Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan hasil penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, agar tidak 
terjadi plagiasi. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu serta 
penjelasannya sebagai bahan perbandingan dalam membuat penelitian 
yang akan dilakukan: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufida pada tahun 2020 dengan judul 
“Polemik Pemberian Bantuan Sosial di tengah Pandemic Covid-19”.
28 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sama-sama 
membahas tentang pemberian bantuan di tengah pandemic Covid 19. 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah tempat 
penelitian terdahulu ke pemerintah pusat, sedangkan penelitian 
sekarang di Desa Bulumargi. 
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 Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19,” ‟Adalah 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Khoiriyah, dkk pada tahun 2020 
dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah 
Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum 
Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”.
29 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
ini sama-sama membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah, sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Perbedaannya adalah penelitian terdahulu bertempat di Desa 
Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, sedangkan 
penelitian sekarang bertempat di Desa Bulumargi Kecamatan Babat 
Kabupaten Lamongan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Joharudin, dkk  pada tahun 2020 
dengan judul “Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap 
Kebijakan yang diberikan Pemerintah”.
30 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, sumber data: data empiris, teknik penelitian kausal 
komparatif. Penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan 
pemerintah terhadap korban Covid 19 dan metode penelitian 
                                                          
29
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menggunakan kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah penelitian 
terdahulu fokus pada pandemic Covid 19 dan akibatnya, sedangkan 
penelitian sekarang fokus pada penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covdi 19. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Rahmansyah, dkk pada tahun 
2020 dengan judul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial 
Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia”.
31 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
berbasis studi literatur, sumber data sekunder dari berbagai sumber 
untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru, teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari media elektronik 
berbasis web yaitu berita-berita terkait penyaluran bansos Covid 19 di 
Indonesia. Sama-sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial 
untuk penanganan Covid 19 dan metode penelitian kualitatif. 
Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pemetaan 
penyaluran bantuan sosial di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang 
di Desa Bulumargi. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ashilly Achidsti, dkk pada tahun 2020 
dengan judul “Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui 
Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi”.
32 
                                                          
31
 Wildan Rahmansyah, dkk, “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode 
studi kasus, sumber data primer dan data sekunder, dan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, 
dokumentasi. Sama-sama membahas penyaluran BLT-DD (Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa), dan pendekatan metode kualitatif. 
Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam penyaluran BLT-DD 
melalui Pasardesa.id dan tata kelolaan pendataan, sedangkan penelitian 
sekarang fokus pada penyalurandan pemanfaatan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa menggunakan perspektif Mas}lah}ah. 
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Teja pada tahun 2020 
dengan judul “Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial 
Covid-19”.
33 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, dan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi. Penelitian 
ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 
membahas bantuan sosial dari pemerintah pada saat Covid 19. 
Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus 
permasalahan pada keakuratan data penerima bantuan sosial Covid 19, 
sedangkan penelitian sekarang pada penyaluran dan pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid  19. 
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7. Penelitian yang dilakukan oleh Hefis dan Iskandar pada tahun 2020 
dengan judul “Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan 
COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten 
Blitar)”.
34 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, dan teknik 
pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 
sama-sama menggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, 
membahas tentang pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemi 
Covid 19. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 
membahas tentang praktik pengelolaan Dana Desa dalam penanganan 
pandemi Covid 19 dan objek penelitian di Desa Bendo, Kecamatan 
Ponggok, Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian sekarang membahas 
penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 perspektif Mas}lah}ah dan objek penelitian di Desa 
Bulumargi. 
8. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Kariono pada tahun 2013 
dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur”.
35 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber 
data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 
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wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini sama-sama 
menggunakan metode kualitatif dan membahas implementasi kebijakan 
program Bantuan Langsung Tunai. Perbedaan penelitian ini adalah 
penelitian terdahulu objeknya di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan 
penelitian sekarang di Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten 
Lamongan. 
9. Penelitian yang dilakukan oleh Arima Andhika Ayu pada tahun 2020 
dengan judul “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten 
Sragen di Era Pandemi Covid-19”.
36
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber 
data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini sama-sama 
membahas tentang penggunaan Dana Desa anggaran 2020 di era 
pandemi Covid 19 dan metode yang digunakan kualitatif. Perbedaan 
penelitian adalah penelitian terdahulu objeknya di Desa Jekawal 
Kabupaten Sragen, sedangkan penelitian sekarang di Desa Bulumargi 
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 
I. Metode Penelitian  
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Pendekatan Penelitian 
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 Arima Andhika Ayu, Royke, dkk, “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen 
Di Era Pandemi Covid-19,” Jurnal Analisa Sosiologi Volume 2 No,9 (Oktober 2020): 551–66. 
 


































Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis 
yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
pada makna daripada generalisasi.
37
 Penelitian kualitatif digunakan 
untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 
19 di Desa Bulumargi. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah 
deskriptif. Dengan tujuan membuat deskripsi secara valid mengenai 
fakta-fakta tentang mekanisme penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 dalam perspektif 
mas}lah}ah. Pendekatan kualitatif dimaksud untuk memberi data secara 
valid mengenai permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh 
untuk kemudian menjawab permasalahan. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa 
Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang 
mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai penyaluran dan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif R&D) (Bandung: Alfabeta, 2010), 
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pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 
19. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digali meliputi data primer dan data sekunder. 




a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti 
melakukan wawancara. Selain pengumpulan data primer melalui 
wawancara, peneliti sekaligus turun ke lapangan untuk melakukan 
observasi, sehingga dapat mengetahui secara langsung penyaluran 
dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 di Desa Bulumargi. 
b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data sekunder biasanya didapatkan melalui 
orang lain atau dokumentasi.
39
  
5. Teknik Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data di antaranya sebagai 
berikut: 
a. Observasi  
Observasi yaitu cara pengumpulan dan pengamatan dengan 
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
40
 Pengamatan 
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ini dilakukan mulai dari bagaimana korban Covid 19 memperoleh 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa hingga pemanfaatannya untuk 
kehidupan di masyarakat. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan secara langsung tentang suatu objek yang 
diteliti guna untuk menjawab permasalahan penelitian.
41
 Wawancara 
dilakukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kabupaten 
Lamongan, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Bulumargi. 
c. Dokumentasi diperoleh dari website, data di lapangan dan semua 
laporan yang terkait dengan peneilitian yang dimiliki.  
6.  Teknik Pengolahan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan 
tahap-tahap sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu pemeriksaan atau mengecek kembali semua data yang 
didapatkan oleh peneliti terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan 
makna. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data untuk 
menjawab rumusan masalah yaitu implementasi kebijakan 
penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi serta nilai Islam dalam 
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 Muri Yusuf, Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif & Pendekatan Gabungan (Jakarta: 
Kencana, 2014), 372 
 


































kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi perspektif 
mas}lah}ah.  
b. Organizing, yaitu menyusun kembali dan mengelompokkan data 
yang telah didapat dari penelitian untuk dianalisis dan menyusun 
data dengan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam 
menganalisis data. 
c. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data yang ditemukan di lapangan 
untuk memperoleh kesimpulan tentang kebenaran fakta yang 
ditemukan. 
7. Teknik Analisis Keabsahan Data 
Penelitian yang melakukan suatu tahap menuju ke teknik 
analisis harus memastikan terlebih dahulu, apakah data yang diperoleh 
di lapangan berserta interpretasinya telah akurat atau belum. Oleh 
karena itu, peneliti menggunakan uji kredibiltas data untuk menguji 
keabsahan data. Uji kredibilitas data yang dilakukan oleh peneliti 
adalah triangulasi.  
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 
pengecekkan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan 
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
42
  Metode triangulasi yang 
digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber dengan menguji kredibilitas 
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 Putra dan Lisnawati, Penlitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja 
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data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, kredibilitas peneliti terdapat 
pada kebijakan tim pembina, tim pengendali, tim pelaksana di Desa 
Bulumargi.  
8. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya yaitu menganalisis secara deskriptif-
kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data sintesa, menyusun 
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 
dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami diri sendiri maupun 
orang lain.
 43 
Pada tahapan ini, peneliti mendeskripsikan mekanisme dan 
prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 yang ada di Desa Bulumargi hingga mengetahui nilai Islam 
dalam perspektif mas}lah}ah. 
J. Sistematika Pembahasan 
Bab I: Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2004), 131. 
 


































Bab II: Kajian Teori. Pada bab ini akan menjelaskan teori yang 
membahas mengenai impleemntasi kebijakan Bantuan Langusung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19 dan studi literatur tentang mas}lah}ah. 
Bab III: Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek 
penelitian dan pembahasan hasil penelitian meliputi sejarah Desa 
Bulumargi, Visi dan Misi Desa Bulumargi, layanan tentang proses 
penyaluran kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 perspektif mas}lah}ah. 
Bab IV: berisi mengenai analisis hasil penelitian yang telah 
dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu 
implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi perspektif 
mas}lah}ah. 
Bab V: Penutup dan saran, pada bab terakhir akan membahas 













































A. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa saat 
Covid 19 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan menurut Mamaniah dan Sabatier dalam 
Syafri Arief mengatakan, bahwa implementasi menjadi pelaksana 
keputusan dari suatu perencanaan, dari badan eksekutif, legislatif, 
maupun yudikatif. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang 
dilakukan oleh pejabat atau kelompok pemerintah swasta yang telah 
ditentukan dalam keputusan kebijakan sehingga tercapai tujuannya.
1
 
Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam 
Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan 
adalah:  
1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan  
Sasaran dan tujuan suatu program harus diidentifikasikan, karena 
implementasi tidak berhasil jika tujuan tidak di tentukan dengan 
baik. 
2) Sumber-sumber kebijakan 
Sumber dana guna untuk mempermudah suatu program yang 
kemudian di implementasikan secara efektif 
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 Lihat Syafri Arief, “Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak 
Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar,” Seminar Nasional, (Makassar : 
Oktober 2016)  
 


































3) Komunikasi antar organisasi 
Ketepatan komunikasi antar pelaksana kegiatan jika dilaksanakan 
dengan baik, maka implementasi bisa efektif berjalan. 
4) Karakteristik badan-badan pelaksana 
Badan-badan pelaksana berhubungan dengan struktur birokrasi, 
sehingga bisa terlaksana dengan baik 
5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi 
pelaksanaan implementasi kebijakan.  
6) Kecenderungan para pelaksana  




Pendapat Edward III dalam Santoso menyatakan, bahwa 
implementasi kebijakan didukung dengan empat indikator pendukung, 
yaitu: 
1) Komunikasi, mempunyai peranan penting. Apapun yang diperintah 
oleh atasan persis dilaksanakan, sehingga kebijakan bisa 
terlaksanakan dengan konsisten dan jelas. 
2) Sikap pelaksana, sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan 
bukan hanya harus tahu yang dikerjakan, namun harus tahu 
penerapannya. 
3) Struktur birokrasi, memiliki dampak yang baik terhadap 
implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada 
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 Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Medpres, 2002), 79 
 


































kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di 
antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit 
organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin 




Implementasi kebijakan diperlukan untuk menyesuaikan 
berbagai faktor keberhasilan suatu program yaitu kesesuaian program 
dengan manfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan 
faktor kesesuaian yang lainnya. Kelancaran Implementasi kebijakan 
merupakan kegiatan yang dilakukan melalui empat syarat pengelolaan, 
yaitu :  
1) Adanya respon dari masyarakat pada otoritas pemerintah guna untuk 
mematuhi perundang-undangan yang telah dibuat oleh yang 
berwenang. 
2) Kesadaran bagi masyarakat untuk menerima kebijakan, artinya 
kebijakan bisa terlaksana jika dianggap logis dan nyata. 
3) Adanya keyakinan, bahwa kebijakan dibuat dengan sah dan benar. 
4) Pemahaman mengenai kebijakan yang awalnya kontroversi dengan 
semua orang, namun pada akhirnya kebijakan tersebut bisa 
dijalankan dengan wajar. 
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 Santoso, Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 
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Berdasarkan implementasi dengan menggunakan model dari 
Grindle yaitu dua unsur (isi kebijakan dan lingkungan kebijakan). 
Menurut Grindle dalam Wahab, bahwa implementasi kebijakan tidak 
hanya berhubungan dengan mekanisme keputusan-keputusan politik ke 
dalam prosedur rutin, namun bisa jadi melalui saluran birokrasi. 
Namun, bisa jadi terkait dengan masalah-masalah konflik serta 
keputusan yang bisa ditujukan kepada orang yang memperoleh suatu 
kebijakan. Sebuah implementasi dikatakan berhasil menurut Grindle 




a. Content of Policy (Isi Kebijakan) 
1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
2) Tipe manfaat 
3) Derajat perubahan yang ingin dicapai 
4) Pengambilan keputusan 
5) Pelaksanaan program 
6) Sumber daya yang diikutsertakan 
b. Contect of Policy (Lingkungan Kebijakan) 
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat  
2) Karakteristik atau penguasa yang berkuasa 
3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana  
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 Lihat Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 119.  
 


































2. Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada Korban Covid 19 
Kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 merupakan kebijakan yang 
telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang 
terdampak Covid 19, terdapat beberapa sub judul yang menjelaskan 
tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, antara lain: 
a. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban 
Covid 19 
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh 
sekelompok orang aktor politik yang mempunyai maksud untuk 
mengatasi suatu masalah. Kebijakan sebagai rangkaian tindakan 
untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya 
yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.5 Kebijakan 
pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa saat 
pandemi Covid 19 terdapat beberapa kebijakan berdasarkan hukum 
dari Kemendes PDTT di antaranya yaitu: 
1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (2 September 2019) 
Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan dengan 
ketentuan yaitu: 
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 Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program 
Pembangunan,” Moderat Volume 2 No. 02  (02 mei 2016), 790. 
 


































a) Ketentuan umum: Dana Desa adalah dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan 
masyarakat. Perioritas penggunaan Dana Desa disusun 
berdasarkan prinsip-prinsip di antaranya adalah kebutuhan 
perioritas, keadilan, kewenanangan Desa, fokus, partisipatif, 
swakelola, dan berbasis sumber daya Desa. 
b) Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan 
kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan 
kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. 
c) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan 
mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan 
pembangunan Desa yang menghasilkan dokumentasi RKP 
Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan 
arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasiDesa dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, program dan/ atau 
kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD 
 






































2) Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Desa 
Tanggap Covid 19 sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa 
Tanggap Covid 19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa 
(PKTD) dengan menggunakan Dana Desa, antara lain yaitu:
7
 
a) Membentuk Relawan Desa Lawan Covid 19 dengan struktur 
yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, 
ketua RW, ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping 
program keluarga harapan (PKH), pendamping desa sehat, 
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, 
PKK, KPMD, dan lain-lain yang bermitra dengan 
Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa.  
b) Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Melakukan pencegahan 
melalui edukasi sosialisasi, mendata penduduk retan sakit, 
mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa sebagai ruang isolasi, 
menyediakan alat kesehatan, menyediakan informasi terkait 
dengan penanganan Covid 19, melakukan penanganan 
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Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 Sebagai Acuan dalam Pelaksanan Desa Tanggap 
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terhadap warga desa korban Covid 19 dengan cara bekerja 
sama dengan rumah sakit rujukan, menghubungi petugas 
medis/Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan 
senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan 
pemerintah kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. 
c) Perubahan APBD, dinyatakan secara tegas bahwa Surat Edaran 
menjadi dasar perubahan APBD atau APBDesa, untuk 
menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi 
penanggulangan bencana, dan bidang pelaksanaan 
pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Pada desa-desa 
yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid 
19, maka APBDesa dapat langsung diubah untuk memenuhi 
kebutuhan tanggap Covid 19 di desa.  
3) Dana Desa sesuai Surat Edaran Mendes PDTT No. 11 Tahun 
2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mendes PDTT No. 8 
Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan 




a) Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai 
kepada keluarga miskin. 
b) Sasaran BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang tidak 
menerima bantuan dari pusat seperti PKH, Bantuan Pangan 
                                                          
8
 Menteri Desa, Dana Desa Sesuai Edaran Mendes PDTT No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
Atas Surat Edaran Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), BLT Dana Desa, 2020. 
 


































Non Tunai (BNPT) yang kehilangan pekerjaan, belum 
terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit parah 
(menahun/kronis) 
c) Mekanisme pendataan  
d) Metode dan mekanisme penyaluran  
e) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa 
f) Monitoring dan Evaluasi 
g) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah 
Kepala Desa 
h) Mekanisme perubahan APBDes sesuai dengan aturan 
undang-undang yang berlaku. 
4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di antaranya yaitu: 
a) Ketentuan umum: Dana Desa adalah dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Bencana adalah peristiwa atau 
 


































rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam berupa gembap bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 
gagal modernisasi, pandemi, dan wabah penyakit. Pandemi 
Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran 
penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi 
secara global di seluruh dunia.  
b) Ketentuan kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana pasal 
6 ayat (1) meliputi: pengadaan, pembangunan, 
pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar 
untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, energi, informasi 
dan komunikasi, sosial. Pengadaan, pembangunan, 
pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 
lingkungan alam untuk kesiapsiagaan meghadapi bencana 
 


































alam dan non alam, penanganan bencana alam dan nonalam, 
pelestarian lingkungan hidup. 
c) Bencana nonalam yang dimaksud merupakan bancana yang 
terjadi sebagai akibat kejadian yang luar biasa seperti 
penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa 
warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit 
berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
pandemi flu burung, wabah penyakit Cholera, dan penyakit 
menular lainnya. Penanganan dampak pandemi COVID-19 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa BLT-
Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu keluarga 
miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga 
yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum 
terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang 




5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 
                                                          
9
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 






































Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga atas peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020, yaitu: 
a) Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, seperti 
pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola Padat Karya 
Tunai Desa yang diprioritaskan untuk membiayai padat karya 
tunai di Desa. padat karya tunai Desa merupakan kegiatan 
pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga 
dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan 
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan. Padat Karya 
Tunai Desa diperioritaskan bagi: anggota keluarga miskin, 
penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga 
dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis 
(stunting), memberikan kesempatan kerja sementara, 
menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan 
pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang 
lama, mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah 
dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa, 
berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa 
sesuai dengan kebutuhan lokal, dan difokuskan pada 
pembangunan sarana prasarana persedaan atau 
 


































pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 
b) Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) 
c) Pengembangan anak usia dini holistik integratif 
d) Pelaksanaan keamanan pangan di Desa 
e) Pelayanan pendidikan bagi anak 
f) Pengembangan ketajanan dan kesejahteraan keluarga 
g) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
h) Pemebalajaaran dan pelatihan kerja 
i) Pengembangan desa inklusi  
j) Pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan   
k) Pembentukan dan pengembangan BUMDESA/BUMDESA 
bersama 
l) Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa 
m) Pembangunan embung Desa terpadu  
n) Pengembangan Desa wisata 
o) Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 
p) Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi 
q) Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam 
r) Kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam 
s) Sistem informasi Desa 
t) Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa 
 


































u) Pemberdayaan hukum di Desa.10 
Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah pusat kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang 
tunai maupun sembako yang digunakan untuk meringankan beban 
dalam menghadapi kesulitan ekonomi keluarganya.
11
 Menurut Edi 
Suharto mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan 
skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok 





Dalam pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang 
kesejahteraan sosial mengatakan, bahwa Bantuan Langsung Tunai 
merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan 
sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari 
kesusahan dan kondisi sosial seseorang, baik keluarga, kelompok 
atau masyarakat yang hidupnya kekurangan. Program Bantuan 
Langsung Tunai merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin.
13
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 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeTiga Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
11
 Rudy S. Prawiradinata, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana 
Desa) Juni 2020 (Jakarta: Bappenas, 2020), 67  
12
 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 
2015), 57 
13
 Pemerintah Indonesia, Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
(Indonesia, 2009).  
 


































Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bagian dari 
kebijakan Menteri Desa yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Desa 
Tanggap Covid 19 sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap 
Covid 19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan 
menggunakan dana desa.
14
 Dana Desa bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk Desa. Bantuan 
yang diberikan oleh APBN diharapkan dapat membantu pendapatan 
dalam pembangunan Desa.
15
 Semua Dana Desa dialokasikan 
sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa.
16
 Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta 
kualitas hidup masyarakat. Anggaran Dana Desa diterima melalui 
APBD berbeda dengan kota lain.
17
 Dana Desa dibagikan ke setiap 
Desa sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.  
b. Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
Pemerintah dengan sesegera mungkin mengambil kebijakan 
startegis untuk menangani dampak pandemi Covid 19. Pemerintah 
melakukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pemulihan 
                                                          
14
 Regina Wowiling, “Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada 
Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan,” 
Jurnal Ekonomi Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 4 No. 2 (2020), 8.  
15
 Dadang Kurnia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 111 
16
Novinati Ruru, dkk, “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan 
Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa 
Utara),” Jurnal Riset Akuntasi Going Concern, Volume 12, No. 1 (2017), 83-90  
17
 Indra Pahlevi, “Dana Desa dan Permasalahannya,” Info Singkat Pemerintah dalam Negeri, Vol 
VII, No. 17 (September, 2015), 18.   
 


































ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Kebijakan tersebut 
diperioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan 
penanganan Covid 19. Berdasarkan PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang 
prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam upaya 
penanganan pandemi Covid 19 serta program-program kegiatan 
pembangunan swakelola atau padat karya tunai.
18
 Penyaluran BLT 
Dana Desa disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima 
manfaat dan alokasi dana yang disalurkan. Berikut penyaluran BLT 
Dana Desa dengan ketentuan:
19
 
1) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
kegiatan BLT Desa: 
a) Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai 
penetapan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak 
terdapat penyaluran BLT desa, jika tidak terdapat calon KPM 
BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria 
b) Melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa 
2) Kriteria KPM (Keluarga Penerima Manfaat) 
Dalam penyaluran BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi 
kriteria: 
a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa 
bersangkutan 
                                                          
18
 Peraturan Menteri Desa PDTT, Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  
19
 Ashari, Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, 119. 
 


































b) Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra 
Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya.  
c) Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai 
mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial) dari Kemensos. 
3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM pada 
masa pandemi Covid 19 tahun 2020 
a) Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni) 
b) Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, 
September, Oktober, November, Desember)  
4) Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa 
Desa dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria yang 
ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, 
serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan 
data dari DTKS sebagai referensi bagi yang menerima bantuan 
PKH, BPNT, Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya.  
a) Proses pendataan  
i. Perangkat Desa menyiapkan data desa berdasarkan profil 
penduduk desa. 
 


































ii. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas 
kepada relawan desa atau gugus tugas Covid 19 untuk 
melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima 
BLT Dana Desa. 
iii. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus 
berjumlah ganjil. 
iv. Melakukan pendataan di tingkat RT, RW dengan 
menggunakan formulir pendataan atau tingkat dusun 
dengan menggunakan aplikasi desa melawan Covid-19. 
Semua kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan. 
b) Proses konsolidasi dan verifikasi  
1) Relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, 
RW atau dusun, setelah itu melakukan verifikasi serta 
tabulasi. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT 
Dana Desa adalah: 
i. Keluarga miskin penerima PKH, BPNT, kartu 
Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT 
Dana Desa.  
ii. Mengidentifikasi keluarga miskin yang rentan untuk 
diprioritaskan menerima BLT Dana Desa. 
iii. Melakukan verifikasi status kependudukan calon 
penerima BLT Dana Desa berdasarkan data 
 


































administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa 
dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. 
iv. Relawan Desa atau gugus tugas Covid 19 memastikan 
keluarga miskin yang rentan, misal perempuan kepala 
keluarga, warga lanjut usia, dan diprioritaskan 
penyandang disabilitas.  
v. Setiap melakukan verifikasi dan mengidentifikasi 
keluarga miskin perlu mengambil foto dan 
mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara 
manual, jika memungkinkan. 
vi. Bagi keluarga calon penerima BLT Dana Desa tidak 
memiliki Nomor Induk Kependudukan, maka petugas 
pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi 
pemerintah di desa yang selanjutnya dibuatkan surat 
keterangan domisili. 
vii. Hasil verifikasi dan pendataan dari relawan desa atau 
gugus tugas Covid 19 disampaikan kepada Kepala 
Desa. 
2) Proses validasi dan penetapan hasil pendataan: 
i. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan 
musyawarah desa khusus dengan perwakilan 
masyarakat dan pihak yang terkait dalam penentuan 
calon penerima BLT Dana Desa. 
 


































ii. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar 
keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.  
iii. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima 
BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada 
masyarakat. 
iv. Jika ada keluhan dari masyarakat, maka Desa bersama 
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memfasilitasi 




c.  Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
Mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa diharapkan secepatnya dapat disosialisasikan ke daerah dan 
desa. Pendamping Desa melengkapi mekanisme pelaksanaan 
program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Manfaat penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di antaranya, yaitu:
21
  
1) Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi 
Covid 19 
2) Dapat memberikan stimulus ekonomi serta mampu menjaga daya 
beli masyarakat di tengah pandemi Covid 19.  
                                                          
20
 Kementerian PPN/Bappenas, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
Dana Desa) Juni 2020 (Jakarta, 2020), 90.  
21
 Lihat https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa diakses 
pada tanggal 17 Maret 2021, pukul 03.54 WIB 
 


































3) Dapat membantu rumah tangga dengan pencari nafkah utama 
yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat berpengaruh 
akibat wabah Covid 19.  
4) Dapat membantu rumah tangga yang tidak dapat membeli atau 
megakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak 
wabah Covid 19. 
d. Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, 
melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pandemi ini 
menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali 
terhadap perekonomian Desa. Perekonomian Desa terpengaruh 
sangat besar akibat pandemi Covid 19. Selain itu, para pekerja dari 
Desa juga terdampak pandemi Covid 19. Tujuan penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa saat Covid 19 yaitu:
22
 
1) Dana Desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat 
digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi 
dampak wabah Covid di tingkat rumah tangga dan Desa.  
2) Merealisasikan terbitnya Peratuan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ 
atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
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 Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa (Jakarta: Sekretariat TIM Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, 2020).  
 


































Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak 
pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. 
3) Sasaran program dapat ditetapkan dengan menggunakan metode 
penetapan sasaran berbasis komunitas dengan mengedepankan 
musyawarah dan mendorong kearifan lokal desa. 
4) Bantuan Langsung Tunai menggunakan Dana desa (BLT-DD) 
dapat segera diterapkan dengan penerima manfaat lebih banyak 
dari penerima manfaat program nasional guna meminimalkan 
potensi konflik di desa.  
 
B. Mas}lah}ah  
1. Pengertian Mas}lah}ah 
Secara umum tujuan dari hukum Islam adalah menolak segala 
bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan dapat mendatangkan 
maslahat bagi umat. Penetapan sesuatu itu mendatangkan mas}lah}ah 
atau mafsadah didasarkan pada teks wahyu dari Al-Qur‟an dan Al-
Hadits. Kedua sumber ini menentukan segala bentuk kemaslahatan dan 
menolak kemudharatan. Jika tidak terdapat pada kedua sumber 
tersebut, maka dapat diambil melalui ijma>’ (kesepakatan) dan qiya>s. 
Dalam rujukan literatur hukum Islam, kaidah fiqhi>yah memiliki 
 


































kedudukan yang penting, bahkan bisa jadi lebih penting dari beberapa 
madzhab fiqih.
23
   
Kaidah fiqhi>yah memiliki urgensi dalam membicarakan 
perkara kehidupan. Permasalahan fiqih yang kerapkali mengalami 
perkembangan menjadikan kaidah fiqhi>yah sebagai rujukan dan 
menjadi beberapa pernyataan ringkas saja. Sebagai contoh kebijakan 
pemerintah dalam ranah politik, maka kemaslahatan menjadi tujuan 
utama dalam setiap kegiatannya. Kaidah fiqih yang erat hubungannnya 
dengan pemerintahan ketika cakupannya lebih luas yaitu kaidah fiqih 
yang berbunyi: 
ِعيَِة َمنُْوط   ُف ْاِِلَماِم َعلَى الرَّ بِْلَمْصلََحةِ  تََصرُّ  





Secara umum dapat diartikan sebagai suatu kebijakan atau 
tindakan seorang pemimpin terhadap masyarakat yang harus terwujud 
manfaat atas kebijakan tersebut, baik itu manfaat di dunia maupun di 
akhirat atau bahkan berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan 
dari orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal ini 
seiring dengan tujuan dasar Islam yaitu ingin mensejahterakan 
pemeluknya di dunia dan akhirat. Hal ini juga bisa terealisasikan 
jikalau kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, 
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 Hammam, Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam 
Fatwa DSN-MUI, Et-Tijarie, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017, 49 
24
 Syamsul Hilal, Qawâ„Id Fiqhiyyah Furû„Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam, Artikel, Fakultas 
Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Diakses 12 Mei 2021 
 


































sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh 
karena itu, pemimpin harus lebih memperhatikan orang yang dibawah 
kepemimpinannya. 
Dalam bahasa Arab, kata  ُف  berarti memalingkan تََصرُّ
disamping itu juga ada makna lain seperti menukar, bekerja, 
bertindak, dan lain sebagainya.
25
 Kata tersebut tidak menjumpai 
penjelasan khusus secara istilahi, namun dapat dipahami oleh orang 
Arab yaitu untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang baik itu secara lisan atau perbuatan.  
Definisi  ِْاِِلَمام yang berarti pemimpin yang harus diikuti atau 
bisa juga diartikan yang menjadi panutan. Sedangkan  
26
ْاِِلَمامِ  secara 
istilah adalah seseorang yang memegang peran atau jabatan penting 
dalam urusan agama atau dunia.
27
 Kepemimpinan terkait dengan 
masalah tentang ima>mah yang merupakan tugas sekaligus amanah 
bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau imam adalah 
pemeran dari tugas yang harus dijalankan. Imam Mawardi dalam 
Zulfikar mengatakan bahwa ima>mah atau kepemimpinan adalah 
penggantian peran kenabian dalam menjaga agama dan dunia. 
Beberapa definisi imamah semuanya hampir bermuara sama yaitu 
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 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 87 
26
 Sebutan gelar yang paralel dengan gelar imam dalam sejarah pemerintahan Islam adalah 
khalifah yang juga memiliki turunan yang merupakan sinonim dari kata imam, seperti kata amir 
dan wali, yang juga digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin 
dengan cakupan luas kekuasaan yang berbeda 
27
Ahmad Hamim Muntaham AR,  Pengantar Kaidah Fikih Syafi‟iyyah, cet. Ke-1, (Kediri: Santri 
Salaf Press, 2013), 118 
 


































imamah diwujudkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi 
seorang hamba. Beberapa hal terkait dengan gambaran seorang 
pemimpin dalam Islam adalah: 
a. Seorang pemimpin adalah figur umum yang akan menjadi panutan 
bagi bawahannya 
b. Ketika seorang pemimpin sebagai panutan, maka pemimpin 
tersebut harus bisa memberikan contoh terbaik 
c. Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus 
mengetahui tentang masalah kehidupan dunia.
 28
  
Kata   ِِعيَة الرَّ adalah sinonim dari  ِْاِِلَمام yang berarti pemimpin. 
Sedangkan  ِِعيَة  adalah yang digembalakan yang dalam konteks الرَّ
manusia dapat diartikan masyarakat umum yang memiliki seorang 
pemimpin yang mendapat tugas untuk mengatur urusan dalam 
kemaslahatan umatnya.
29
 Dengan demikian, keadaan masyarakat tidak 
bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pemimpin. Oleh karena itu, 
pemimpin dapat mengatur keadaan masyarakat agar menjadi baik, 
begitu juga sebaliknya ketiadaan pemimpin akan membuat kehidupan 
masyarakat berantakan. Abd al-Karim Zaidan dalam Asep 
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 Lihat Zulfikar Yoga Widyatma, Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Journal UNIDA, 
Volume 8 Nomor 1, Rabiulawwal1435/2014, 90 
29
 Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di 
Indonesia, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 4 Nomor 3, 2017, 239 
 






































a. Melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya 
b. Menegakkan keadilan 
c. Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. 
Hal tersebut dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan 
kepemimpinan, jika pemimpin tersebut mampu melayani orang 
bawahan, berbuat adil kepada semua masyarakat, serta menghasilkan 
kebijakan yang tertuju pada kemaslahatan masyarakat, maka ia bisa 
dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil.  
Kata   َمنُْوط dalam bahasa Arab berasal dari kata نَاط yang 
berarti menggantungkan.
31
 Makna dari   َمنُْوط adalah ketergantungan 
dari sebuah kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi 
orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Definisi َمْصلََحة 
berasal dari bahasa Arab yaitu tidak memiliki bahaya, atau lawan dari 
bahaya. Secara istilah, ada beberapa definisi yang disebutkan oleh 
pakar atau para ulama tentang maslahah. Imam Ghozali mengatakan 
mashlah}ah adalah menjaga maqa>shid al-syari >’ah (tujuan dari adanya 
syariah). Maqa>shid al-syari >’ah terdiri dari lima komponen, yaitu 
menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan, dan harta benda. 
Sehingga segala yang mengandung penjagaan terhadap lima pokok 
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 Lihat Asep Solikin, dkk, Pemimpin Yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, 
Anterior Jurnal, Volume 16 Nomor 2, Juni 2017, 90-103 
31
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tersebut adalah maslahah dan segala yang mengabaikannya adalah 
mafsadah.  
Kata ْاِِلَمام dan kata َمْصلََحة merupakan dua variabel atau 
komponen yang penting dalam kaidah fiqih. Kata ْاِِلَمام adalah yang 
berarti pemimpin dan kata َمْصلََحة yang berarti mas}lah}at atau manfaat. 
Kaidah tersebut sebagai pijakan bagi pemerintah dan seluruh 
pemegang kendali kekuasaan, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan 
harus didasarkan kepada kemaslahatan umat manusia seluruhnya. 
Sehingga kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selalu 
berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyat, karena mengingat 
kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin harus 
sejalan dengan kepentingan semua masyarakat bukan golongan 
tertentu atau pribadi saja. Untuk itu harus memberikan kemaslahatan 
bagi umat secara menyeluruh. 
Mas}lah}ah secara bahasa dilihat dari lafadz maupun makna 
dapat diartikan sebagi manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 
manfaat. Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia baik 
itu menghasilkan keuntungan atau menghindarkan, seperti menolak 
kemudharatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung 
manfaat bisa disebut mas}lah}ah.32  
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Secara etimologis, mas}lah}ah berasal dari kata al-masha>lih} yang 
berarti baik. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan seseorang 
itu menjadi baik, tidak korupsi, jujur, benar, dan adil. Atau secara 
alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan-
kebijakan tersebut.
 
Mas}lah}ah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. 
Mas}lah}ah dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang 
menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.
33 
Mas}lah}ah 
adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mempromosikan 
kebaikan masyarakat dan mencegah (kemafsadatan) bentuk kejahatan 
sosial atau korupsi.
34
 Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa 
mas}lah}ah harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud sya>ra’ 
dalam mensyariatkan hukum dan dalam realisasinya harus dapat 
menghindari kemudharatan. 
Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat para Ulama 
mengenai pengertian mas}lah}ah di antaranya:35 
1) Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa “al-mas}lah}ah pada 
dasarnya yaitu suatu gambaran untuk meraih manfaat atau 
menjauhkan dari sesuatu yang merugikan (mafsadat).” 
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Corporate Social Responsibility,” The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 1, No. 
24 
35
 Dahman Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), 114 
 


































2) Al-Khawarizmi mengatkan “al-mas}lah}ah digunakan untuk 
tujuan syara‟ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari 
manusia.” 
3) Al-Buthi mengatakan, “al-mas}lah}ah adalah sesuatu yang 
bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari‟ (Allah dan Rasul-
Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam hal menjaga 
Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sesuai dengan 
kategori pemeliharaan.  
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh imam al-
Ghazali, al-Khawarizmi, al-Buthi dapat diketahui bahwa mas}lah}ah 
mengandung arti sama yaitu untuk kemaslahatan yang menjadi 
tujuan sya>ra’ bukan untuk kemaslahatan yang semata-mata untuk 
kepentingan hawa nafsu diri sendiri. 
2. Jenis-jenis Mas}lah}ah 
Mas}lah}ah dapat dilihat dari kedudukan sya>ra’ dalam penetapan 
hukum menunjukkan bahwa, maslahah berperan secara langsung 
ataupun tidak langsung dengan 5 prinsip pokok dalam kehidupan. Lima 
pokok dalam kehidupan tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta serta dapat dari tingkat kebutuhan dan tututan kehidupan 
manusia tersebut. Mas}lah}ah terbagi menjadi 3 bagian di antaranya: 36 
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1) Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan 
hukum, dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
a) Mas}lah}ah al-Dlaru>riyat adalah kemaslahatan yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia 
(kebutuhan primer). Terdapat lima prinsip pokok bagi 
kehidupan manusia di antaranya: Agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta benda. Untuk itu, Allah memerintahkan 
manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Segala tindakan yang secara langsung 
menyebabkan rusaknya lima unsur pokok bahasan tersebut 
adalah buruk, maka dari itu Allah melarangnya. 
b) Mas}lah}ah al-Ha>jiyah adalah kemaslahatan yang secara tidak 
langsung guna memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan 
sekunder). Kebutuhan sekunder yaitu jika suatu kebutuhan 
tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan 
manusia, namun perlu diketahui keberadaannya dapat 
memberi kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
manusia. 
c) Mas}lah}ah al-Tah}si>niyah merupakan mashlah}ah yang 
berguna sebagai pelengkap (kebutuhan tersier), dimana 
kemaslahatan ini jika terpenuhi dapat memberi 
kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. 
 


































3. Dari segi keserasian dan keberadaan mas}lah}ah menurut sya>ra‟ 
terdapat 3 bagian yaitu:
37
 
a) Mas}lah}ah al-Mu’tabarah merupakan mas}lah}ah yang 
diperhitngkan oleh syar‟i. Maksudnya, terdapat beberapa 
petunjuk syar‟i baik secara langsung atau memberikan 
petunjuk terhadap maslahah yang menjadi alasan dalam 
menetapkan suatu hukum. 
b) Mas}lah}ah al-Mulgha>h merupakan mas}lah}ah yang tidak 
diakui secara syar‟i, bahkan dikatakan ditolak walaupun 
dianggap baik secar akal. 
c) Mas}lah}ah al-Mursalah merupakan mas}lah}ah yang baik untuk 
akal dan sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan 
suatu hukum. Namun, ada petunjuk sya>ra‟ yang 
menganggapnya, ada pula petunjuk sya>ra‟ yang menolaknya. 
4. Dilihat dari kandungan mas}lah}ah para ulama ushul fiqh 
membaginya menjadi 2 bagian, yaitu:
38
 
a) Mas}lah}ah al-‘A>mmah merupakan kemaslahatan umum yang 
menyangkut orang banyak. Kemaslahatan ini berbentuk 
untuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan orang dan 
tiadanya nilai mudharat yang terkandung di dalamnya. Nilai 
tersebut dihasilkan dari kegiatan jalbu manfa>’ah 
                                                          
37
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(mendapatkan manfaat) atau daf‟ul mafsadah (menolak 
kerusakan). Mas}lah}ah al-‘a>mmah tidak boleh bertentangan 
dengan al-Qur‟an, hadits, ijma‟, dan qiyas. Karena itu, setiap 
kebijakan yang diambil dengan dalil untuk kepentingan 
umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut, maka 
harus ditolak. Mas}lah}ah al-‘a>mmah harus sejalan atau 
selaras dengan tujuan syariat yaitu terpeliharanya lima hak 
dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah) yang 
meliputi: keselamatan agama, kesehatan jiwa, keselamatan 
akal, keselamatan keluarga dan keselamatan hak milik (harta 
benda).  
b) Mas}lah}ah al-Kha>ssah merupakan kemaslahatan pribadi dan 
masih jarang sekali ditemukan di kehidupan. 
3.  Tujuan Mas}lah}ah 
Tujuan mas}lah}ah memelihara tujuan hukum Islam dengan 
menolak kerusakan yang merugikan manusia. Memelihara tujuan Islam 
disebut dengan menjaga lima hal pokok yang terdapat dalam maqa>shid 
al-syari>’ah. Konsep mas}lah}ah sebagai inti dari maqa>shid al-syari>’ah 
merupakan jalan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-
metode ijtihad. Maqa>shid al-syari>’ah secara bahasa terdiri dari dua kata, 
yaitu maqa>shid dan al-syari>’ah. Menurut Fazlurrahman dalam Hendri 
menyatakan bahwa maqa>shid berarti kesengajaan atau tujuan, 
sedangkan al-syari>’ah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula 
 


































diartikan sebagai jalan ke arah kehidupan yang baik.
39
 Maqa>shid al-
syari>’ah merupakan penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari 
perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam al-Quran.
40
 
Maqa>shid al-syari>’ah pertama kali dikenalkan berkaitan dengan 
illah dilakukan oleh al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi, al-Abhari, dan 
akhirnya muncullah maqa>shid al-syari>’ah yang kemudian berkembang 
pembagian maqa>shid al-syari>’ah menjadi dlaru>riyat, haji >yat, dan 
tah}sini>yat. Menurut al-Sya>thibi>, tuntunan kebutuhan manusia itu 
bertingkat-tingkat terdiri dari 3 (tiga) tingkatan kebutuhan yaitu: 
dlaru>riyat (kebutuhan primer), ha>jiyat (kebutuhan sekunder), dan 
tah}si>niyat (kebutuhan tersier).41  
Menurut al-Ghazali dalam Zulkarnain mempertegas dalam 
membagi dlaru>riyat menjadi al-kulliya>t al-khamsah yaitu menjaga 
agama (h}ifz} al-di>n), menjaga jiwa (h}ifz} al-nafs), menjaga akal (h}ifz} al-
‘aql), menjaga keturunan (h}ifz} al-nasl), dan menjaga harta benda (h}ifz} 
al-ma>l).42  Dlaru>riyat merupakan suatu kondisi ketika manusia tidak 
bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia tidak sejahtera 
hidupnya. Hal tersebut berbeda dengan ha>jiyat (sekunder) dan 
tah}si>niyat (tersier). Ha>jiyat adalah kondisi seseorang ketika 
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membutuhkan sesuatu yang tidak dapat, maka tidak akan mengancam 
hidupnya, sedangkan tah}si>niyat adalah seseorang yang ingin memenuhi 




Menurut Wahbah al Zuhaili dalam Faridatus Syuhadak 
memberikan pengertian, bahwa:  
a. Dlaru>riyat, yaitu kebutuhan primer dimana kehidupan manusia 
sangat tergantung padanya, baik aspek agama atau aspek duniawi. 
Hal ini termasuk sesuatu yang tidak dapat digantikan dan 
ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada dalam 
kehidupan manusia, maka manusia akan menjadi hancur dan 
kehidupan akhirat juga rusak. Ini merupakan tingkatan kebutuhan 
yang paling tinggi. Contohnya, pertama menjaga agama, menjaga 
jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. 
b. H\a>jiyat, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini diperlukan oleh 
manusia untuk mempermudah dalam kehidupan untuk 
menghilangkan kesempitan. Jika hal ini tidak ada, maka akan 
terjadi kesulitan, namun tidak sampai merusak kehidupan. 
c. Tah}si>niyat, yaitu kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk 
kebaikan dan kemuliaan. Namun, jika tidak ada, maka tidak 
sampai merusak ataupun mempersulit kehidupan manusia. 
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Menurut Ahmad bin „Abd as-Salam ar-Raisuni dalam Asmuni, 
Dlaru>riyat al-khamsah atau al-usul al-khamsah atau al-kulliya>t al-
kha>ssah adalah lima fitur pokok yang menjadi kebutuhan dasar 
manusia.
45
 Dalam maqa>shid al-syari >’ah, dlaru>riyat sebagai suatu yang 
harus terwujud dalam menggapai kemashlahatan agama dan dunia. 
Dengan kata lain, dlaru>riyat merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
membuatnya dapat menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.
46
 Oleh 
karena itu, jika suatu yang sangat dibutuhkan itu tidak terwujud, maka 
akan mengancam kehidupan dunia baik itu kerusakan maupun 
kematian. 
Dalam ilmu maqa>shid al-syari >’ah, bahwa dlaru>riyat al-khamsah 
menduduki skala prioritas.
47
Menurut al-Ghazali dalam Halil 
menyatakan, bahwa kemaslahatan menyakut lima hal sesuai dengan 
urutan yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 
keturunan atau nasab, dan menjaga harta. Konsep ini mengacu pada 
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penentuan klasifikasi kebutuhan, sehingga dapat berguna sebagai alur 
penyelesaian suatu masalah. Dlaru>riyat al-khamsah yaitu: 48 
a) Menjaga Agama 
b) Menjaga jiwa  
c) Menjaga akal  
d) Menjaga nasab  
e) Menjaga harta  
Dilihat dari segi implementasi yang bersandar pada kalimat al-
Ghazali yaitu mewujudkan kemaslahatan yang melingkari lima elemen 
dlaru>riyat al-khamsah. Kemudian dikembangkan oleh al-Sya>thibi> 
dalam Achmad Beadie dengan dua konsep yaitu h}ifz} min nahiyah al-
wuju>d dan h}ifz} min nahiyah al-adam. H}ifz} min nahiyah al-wuju>d 
merupakan tujuan eksistensi dari lima elemen dlaru>riyat al-khamsah 
agar terus terjaga dengan baik. Sedangkan h}ifz} min nahiyah al-adam 
merupakan upaya untuk menjaga agar sesuatu yang mengancam lima 
elemen dlaru>riyat al-khamsah tidak terwujud. 49  
Menurut Abu Faḍl Muhammad Yāsin bin Isa al-Fādānī dalam 
Ahmad Rudi menyatakan, bahwa secara konseptual, hubungan 
dlaru>riyat al-khamsah dan kebijakan publik yang bersandar pada kaidah 
“tasharraf al-ima>m ‘ala > rai>yah al-manu>thun bi al-mas}lah}ah” yaitu 
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kebijakan bagi rakyat tergantung kemaslahatan.
50
 Mas}lah}ah dalam 
konsteks ini sesuai dengan yang dicetuskan oleh al-Ghazali yang 
menjaga lima elemen dlaru>riyat al-khamsah. Hal tersebut bertajuk 
bahwa kebijakan diharapkan terikat dengan lima elemen dalam setiap 
langkah yang dilalui, yakni penyusunan agenda, adopsi kebijakan, 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
HASIL PENELITIAN 
A. Profil Desa Bulumargi 
1. Sejarah Desa 
Pada abad ke 14 M Desa Bulumargi Kecamatan Babat 
Kabupaten Lamongan merupakan alas gerutan banyak pepohonan, di 
antaranya adalah pohon bambu. Desa Bulumargi awalnya terdiri dari 3 
Dusun yaitu Dusun Bulugondang, Dusun Awar-Awar, dan Dusun 
Kemlagi, kemudian terjadi perkembangan wilayah, sehingga saat ini 
menjadi 5 Dusun. Lima Dusun tersebut di antaranya adalah Dusun 
Bulugondang, Dusun Awar-Awar, Dusun Kemlagi, Dusun Kepoh, dan 
Dusun Karangdowo. Para pejabat Kepala Desa Bulumargi adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Daftar Nama Kepala Desa Bulumargi 
No Nama Masa Jabatan Keterangan 
1 Remo - Kepala Desa 
2 Tanijo - Kepala Desa 
3 Satiman 1941-1973 Kepala Desa 
4 Ahmad Zaini 1973-1988 Kepala Desa 
5 Ahmad Basir 1988-2003 Kepala Desa 




2006-2007 Kepala Desa (Pj) 
8 Trimo Hadi Saputra 2007-2018 Kepala Desa 
9 Atekan (Pj) 2018-2019 Kepala Desa (Pj) 
10 Ismail 2019 sampai sekarang Kepala Desa 
Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/5/2021) 
 


































Pada Tabel 3.1 memberikan penjelasan bahwa daftar nama 
kepala Desa Bulumargi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. 
Namun ada juga yang menjabat sampai lima tahun atau bahkan sampai 
dua periode masa jabatan.  
2. Kondisi Umum Desa 
Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui 
keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan 
yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai 
langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. 
Desa Bulumargi merupakan salah satu dari 21 Desa di wilayah 
Kecamatan Babat yang terletak 5 km ke arah Timur dari Kecamatan 
Babat. Desa Bulumargi mempunyai luas wilayah seluas 296,5 hektar.  
Tabel 3.2 
Batas wilayah Desa Bulumargi 
Batas Desa 
Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa 
Datinawong dan Desa Patihan 
Kecamatan Babat 
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Maindu 
Kecamatan Kedungpring 
Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bedingin 
Sugio Kecamatan Sugio 
Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kuripan 
Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/5/2021) 
Pada tabel 3.2 menjelaskan tentang batas wilayah Desa 
Bulumargi dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan 
sebelah barat. Hal tersebut memberikan pengetahuan bagi masyarakat 
yang ingin mendayagunakan wilayah untuk tempat pembangunan 
maupun tempat wisata. Tempat wisata Desa Bulumargi berada di 
 


































sebelah timur yaitu perbatasan dengan Desa Bedingin Sugio Kecamatan 
Sugio. 
3. Keadaan sosial 
Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Bulumargi, seperti Remaja 
Masjid, Karang Taruna, PKK, Posyandu merupakan aset desa yang 
bermanfaat untuk dijadikan sebagai media penyampaian informasi 
dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. 
Tabel 3.3 
Kesejahteraan Warga 
No Uraian Jumlah 
1 Jumlah Kepala 
Keluarga 








                          443                    KK 
4 Jumlah 
Penduduk Kaya 
244                    KK 
Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/5/2021) 
Pada tabel 3.3 menjelaskan tentang kesejahteraan warga 
dengan mengacu pada jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk 
miskin, jumlah penduduk sedang, dan jumlah penduduk kaya. Selain itu 
ada beberapa hal yang mendukung dalam mensejahterakan warga di 
Desa Bulumargi, yaitu ada beberapa tempat atau kegiatan yang dapat 
digunakan untuk mendayagunakan masyarakat setempat. Hal tersebut 
bertujuan untuk memberikan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang 
ingin menunjukkan kemampuan dalam berbagai bidang. 
 
 


































4. Keadaan Ekonomi 
Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bulumargi 
bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul 
berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya 
lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan 
penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam 
pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan 
kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit 
sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di sektor 
pertanian dan perdagangan.  
Tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi, maka 
menjadikan mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan 
taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada 
mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial 
budaya. 
5. Visi dan Misi 
a. Visi 
“Terwujudnya masyarakat Desa Bulumargi yang berakhlak mulia, 
sehat, ingin menyatakan masyarakat Desa Bulumargi dari ujung 







































1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan 
ketentraman masyarakat. 
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya 
manusia. 
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan, dan 
kesejahteraan masyarakat. 
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata 
kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada 
masyarakat. 
5. Meningkatnya usaha perekonomian warga dibidang pertanian 
tanaman pangan dan perikanan. 
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  
Dilihat dari susunannya, struktur organisasi pemerintahan 
terbentuk dengan sederhana. Dalam suatu organisasi, seorang 
pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dan 
pemimpin dapat memberi dan menerima masukan, ataupun usulan 
dari setiap masyarakat yang ingin berpendapat. Warga masyarakatpun 
diberikan leluasa untuk memberikan usulan, karena usulan tersebut 
bisa membuat suatu organisasi pemerintahan desa lebih baik lagi. 

























































Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/5/2021) 
Pada bagan 3.1 menjelaskan tentang struktur organisasi tata 
pemerintahan di Desa Bulumargi. Bagan tersebut mengatakan bahwa, 
setiap tugas yang menjadi kebijakan oleh atasan, maka kebijakan tersebut 






Andika Bahtiar Ilmi 
Kasi Pelayanan 
Faron Arahab 





















































garis koordinasi antar perangkat Desa harus tepat, sehingga pengumuman 
atau kebijakan apapun bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan tepat.  
B. Penyajian Data  
Sebagaimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, 
peneliti menyajikan data untuk menjawab masalah yang diangkat. Adapun 
keterangan koding informan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Penyajian Data Informan 
 
No Nama Umur  Koding Keterangan 
1 Budi Hariyanto 48 Tahun IN 1 Koordinator BST di Dinas Sosial 
Lamongan 
2 Hari Suryanto Putro 52 Tahun IN 2 Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Lamongan 
3 Ismail  40 Tahun IN 3 Kepala Desa Bulumargi 
4 Wiwin Anggraeni 32 Tahun IN 4 Sekretaris Desa Bulumargi 
5 Andika Bahtiar Ilmi 24 Tahun IN 5 Kaur Keuangan Desa Bulumargi 
6 Munasri 53 Tahun IN 6 Masyarakat Dusun Awar-Awar 
7 Nur Afifah 35 Tahun  IN 7 Masyarakat Dusun Awar-Awar 
8 Khomastun 38 Tahun IN 8 Masyarakat Dusun Bulugondang 
9 Lilis Saudatin 39 Tahun IN 9 Masyarakat Dusun Bulugondang 
10 Ana Ningsih 37 Tahun IN 10 Masyarakat Dusun Kepoh 
11 Siti Umu Kulsum 40 Tahun IN 11 Masyarakat Dusun Kepoh 
12 Hartati 37 Tahun IN 12 Masyarakat Dusun Karangdowo 
13 Erna 30 Tahun IN 13 Masyarakat Dusun Karangdowo 
14 Siti Rochmah 35 Tahun IN 14 Masyarakat Dusun Kemlagi 
15 Sibun 48 Tahun IN 15 Masyarakat Dusun Kemlagi 
Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/5/2021) 
Pada tabel 3.4 menjelaskan tentang data informan yang telah 
dimintai informasi terkait kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa. Informan memberikan informasi dalam 
bentuk wawancara sekaligus dokumentasi, agar informasi yang diterima 
 


































oleh peneliti digunakan dengan baik, sehingga hasil penelitian bisa 
dipertanggungjawabkan dengan baik. 
C. Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di Desa 
Bulumargi 
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh 
sekelompok orang aktor politik yang mempunyai maksud untuk mengatasi 
suatu masalah. Kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan 
masyarakat menjadi elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat. 
Terlebih dalam keadaan pandemi Covid 19 di tahun 2020. Kebijakan 
tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa.  
1. Kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19 yang terjadi di Desa Bulumargi 
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 
dengan wabah Covid 19 di antaranya yaitu Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan 
yang digelontorkan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. 
Berikut penjelasan terkait dengan alur kebijakan penyaluran Bantuan 









































Alur Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
















Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021 ) 
Pada bagan 3.2 menjelaskan tentang unsur impelementasi 
kebijakan yang terpenting. Sangatlah penting bagi masyarakat untuk 
menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi Covid 
19. Selain itu terdapat beberapa aktor atau tim yang bertugas dalam 
kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yaitu terdiri 
dari Tim Pembina, Tim Pengendali, dan Tim Pelaksana. 
Berdasarkan implementasi dengan menggunakan model dari 
Grindle yaitu dua unsur (isi kebijakan dan lingkungan kebijakan). 
Tingkat Implementasi Kebijakan 
Content of Policy (Isi Kebijakan): 
1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
2. Tipe manfaat 
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 
4. Pengambilan keputusan 
5. Pelaksanaan program 
6. Sumber daya yang diikutseratakan  
Contect of Policy (Lingkungan 
Kebijakan): 
1. Kekuasaan, kepentingan dan 
strategi dari aktor yang 
terlibat 
2. Karakteristik atau penguasa 
yang berkuasa 
3. Tingkat kepatuhan dan 
respon dari pelaksana 
Aktor atau tim yang terlibat terdiri dari: Tim 
Pembina, Tim Pengendali, dan Tim Pelaksana 
 


































Menurut Grindle dalam Wahab, bahwa implementasi kebijakan tidak 
hanya berhubungan dengan mekanisme keputusan-keputusan politik ke 
dalam prosedur rutin, namun bisa jadi melalui saluran birokrasi.
1
  
Namun, bisa jadi terkait dengan masalah-masalah konflik serta 
keputusan yang bisa ditujukan kepada orang yang memperoleh suatu 
kebijakan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang penulis kumpulkan 
dari informan terkait dengan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. 
Peneliti menanyakan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Lamongan, 
Kepala Desa Bulumargi, dan Kaur Keuangan Desa Bulumargi terkait 
dengan isi kebijakan: 
a. Content of Policy (Isi Kebijakan) 
1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
Dalam kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19, pemilihan tim pelaksana 
sebagai pemenuhan untuk menjalankan kebijakan merupakan 
suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau 
tim pembina. Tim pembina mengawasi dengan betul terkait Dana 
Desa yang diberikan kepada Desa-Desa yang berhak untuk 
menyalurkan kepada masyarakat setempat. Karena, kemungkinan 
besar jika tidak diawasi dengan ketat akan mengakibatkan 
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Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi adanya 
penyaluran Desa terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19 
ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan baik. 
Terkait dengan data yang telah diberikan oleh tim pelaksana dari 
gugus Covid 19 harus valid dan sesuai dengan keputusan 
musyawarah Desa. Hal ini mengakibatkan tim pengendali dari 
kecamatan mengupayakan dengan betul untuk tidak terjadi 
penyelewengan data keluarga penerima manfaat, agar penyaluran 
Dana Desa ini bisa berjalan dengan baik.
3
 
Tim pembina dari pusat memberikan kesempatan bagi 
tim pelaksana dari Desa yang bertugas dalam gugus Covid 19 
untuk memberikan data yang valid, karena untuk mendapatkan 
informasi yang valid dan disampaikan kepada masyarakat yang 
berhak menerima dana tersebut. Sedangkan untuk kepentingan-
kepentingan tersendiri yang terdapat dalam kategori 
penyelewengan dana Desa atau penentuan keluarga penerima 
manfaat yang tidak sesuai, tim pembina dan pengendali segera 
memberikan sanksi, hal ini bertujuan supaya dana desa 
tersalurkan dengan baik. 
2) Tipe manfaat 
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Dalam isi kebijakan terkait dengan tipe manfaat 
memberikan petunjuk bagi tim pelaksana dari Desa. Dana Desa 
yang diberikan kepada Desa sebesar jumlah yang telah 
dianggarkan dan diajukan oleh tim pelaksana kepada pusat. Jika 
jumlah kebutuhan banyak dari Desa, maka anggaran Dana Desa 
yang diajukanpun besar pula. Tahap pertama menurut peraturan 
Desa dan APBDes terkait dengan jumlah dana menurut Desa 
Mandiri yaitu ada dua: 60% dan 40%. Selanjutnya Desa non 
Mandiri atau Reguler sebesar 40%, 40%, dan 20%. Hal tersebut 
mengacu pada peraturan Desa yang telah ditentukan.
4
 
Tipe manfaat ini memberikan petunjuk bagi desa yang 
telah diberi wewenang untuk memberikan Dana Desa kepada 
masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dan syarat penerimanya pun harus 
berdasarkan pada peraturan Menteri Desa. Oleh karena itu, tim 
pelaksana melaksanakan dengan betul dan teliti dalam 
mengajukan Anggaran Desa yang ditujukan kepada pusat.
5
  
3) Derajat perubahan yang ingin dicapai 
Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 diharapkan dapat membantu 
menanggulangi warga miskin yang terdampak pandemi. Karena 
adanya pandemi tahun 2020 banyak warga yang terdampak, 
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namun pemerintah segera mungkin memberikan kebijakan 
berupa Bantuan sosial yang bisa membantu masyarakat. Namun, 
sebelumnya bantuan sosial seperti PKH, BST, Bansos, BPNT, 
Pra Kerja, dan sebagainya sudah ada sebelum pandemi. Yang 
membedakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan 
bantuan sosial lain adalah berdasarkan musyawarah Desa. 
Bantuan sosial lain sudah tercover oleh pusat. Dana Desa ini 
hanya sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di tahun 




Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan 
bersamaan dengan Bantuan Sosial Tunai (BST), namun ini sudah 
dicover oleh pemerintah pusat, jadi tidak melalui tim pelaksana. 
Derajat perubahan yang ingin dicapai adalah masyarakat bisa 
sejahtera dan memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa dengan baik. Oleh karena itu, sebagai tim pelaksana desa 
gugus Covid 19 ketika mendata masyarakat yang mendapatkan 




Perubahan yang diinginkan oleh pemerintah adalah untuk 
menanggulangi dampak kemiskinan akibat pandemi Covid 19. 
Pernyataan senada yang disampaikan oleh kepala Dinas 
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Pemberdayaan Masyarakat dan desa, koordinator bagian BST 
(Bantuan Sosial Tunai), dan kepala Desa Bulumargi tentang 
kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 yaitu adanya kebijakan tersebut dimulai dari 
wabah pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 dan banyak 
masyarakat yang terdampak. Hal tersebut menjadikan pemerintah 
prihatin dan menggelontorkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang 
langsung didata oleh pemerintah pusat dan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa yang didata langsung oleh pemerintah Desa.  
4) Pengambilan keputusan 
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa yang 
kemudian menghasilkan dokumentasi RKP Desa. RKP desa 
disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan 
penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari pemerintah 
Daerah Kabupaten atau Kota, Prioritas penggunaan Dana Desa 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya adalah 
kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan Desa, partisipatif, dan 
berbasis sumber daya Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa 
harus memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi masyarakat 
Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan 
 






































Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan 
musyawarah Desa khusus dengan perwakilan masyarakat dan 
pihak yang terkait dalam penentuan calon penerima manfaat 
Dana Desa. Adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat terlebih dalam 
keadaan pandemi. Perangkat Desa sebagai tim pelaksana 
memberikan arahan bagi keluarga penerima manfaat (KPM), 
namun sebelum menentukan siapa saja yang berhak menerima 
bantuan tersebut, tim pelaksana melakukan sosialisasi terlebih 
dahulu. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujun 
mendapatkan data yang valid. Data yang diajukan oleh RT/RW 
ditujukan ke Kepala Dusun, kemudian diajukan ke Kepala Desa 
setempat, dan kemudian dilakukan musyawarah Desa.
9
  
Pengambilan keputusan bagi yang berhak menerima 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan wewenang 
kepala Desa. Tugas dari tim pembina dari kabupaten dan tim 
pengendali dari kecamatan hanya mengawasi dan membantu 
saja, selebihnya merupakan wewenang kepala Desa setempat. 
Oleh karena itu, tim pelaksana harus menjalankannya dengan 
baik. 
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5) Pelaksanaan program  
Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 dibantu dengan Relawan Desa. 
Relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau 
dusun setelah itu dilakukan verifikasi serta tabulasi. Selain itu, 
relawan Desa harus memastikan keluarga miskin yang rentan, 
seperi perempuan yang menjadi kepala keluarga, warga lanjut 
usia, dan penyandang stabilitas.
10
 
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 merupakan program yang telah ditentukan 
dalam Surat Edaran Menteri Desa yang telah ditentukan oleh 
pemerintah. Ada berbagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh 
Kemendes PDTT dan itu banyak sekali perubahan-perubahan, 
seperti:  
a) Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (2 
September 2019) Dana Desa untuk pengembangan dan 
pemberdayaan 
b) Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 (24 
Maret 2020) PKTD dan Desa Tanggap Covid 19 
                                                          
10
 Hari Suryanto Putro, Wawancara, Lamongan, 2 Juli 2021 
 


































c) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (13 April 2020) 
Dana Desa untuk Covid 19, PKTD (20-30) dan BLT 
(masih 3 x 600) 
d) Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 (16 Juni 2020) 
Dana Desa untuk BLT (diperpanjang 3 x 300) PKTD, 
stunting, Embung Desa, Pasar Desa, Desa Wisata, 
Bumdesa 
e) Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 15 Tahun 2020 (27 
Juli 2020) penegasan Dana Desa untuk PKTD (50-50), 
Bumdesa 
f) Surat Edaran Mendes PDTT Nomor: 
5.2294/HM.01.03/VIII/2020 (4 Agustus 2020) Dana Desa 
untuk gerakan setengah Milyar Masker 
g) Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 (28 September 
2020) BLT dilanjutkan untuk bulan ke 7, 8, 9 sepanjang 
masih tersedia 
h) Surat Menteri Desa PDTT tanggal 5 Oktober 2020 
Nomor: 2724/PRI.00/x/2020 Tentang penyaluran BLT 
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Gambar 3.1 Dasar Hukum dari Kemendes PDTT di Ruang 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sumber: 
Dokumentasi 15 April 2021) 
Pada gambar 3.1 menjelaskan tentang pelaksanaan 
program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 
19 dalam Surat Edaran Menteri Desa. Dengan adanya surat 
Edaran Menteri Desa terkait dengan ketentuan-ketentuan 
masyarakat yang berhak menerima bantuan serta besaran 
nominal yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sudah 
tertera dalam keputusan Menteri Desa. 
6) Sumber daya yang diikutsertakan  
Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang 
terdiri dari tim pembina, tim pelaksana, dan tim pengendali, 
sekaligus meyangkut faktor dana. Tim pembina bertugas 
membantu dan memonitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa. 
Tim pengendali bertugas melakukan fasilitasi dan monitoring 
pelaksanaan Dana Desa di wilayah kerjanya. Tim pelaksana 
bertugas melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengna 
 






































Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi 
KPM pada masa pandemi Covid 19 di tahun 2020 adalah Rp. 
600.000/KPM untuk bulan April, Mei, Juni. Sedangkan untuk 




Pernyataan tersebut memberikan kemudahan bagi tim 
pelaksana yang bertugas dalam menjalankan tugas sebagai relawan 
desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 
jumlah nominal yang harus diterima serta ketentuna-ketentuan 
lainnya.  
b. Contect of Policy (Lingkungan Kebijakan) 
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat  
Aktor yang terlibat dalam program kebijakan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban 
Covid 19 adalah Tim pembina yaitu dari Bupati dan Wakil 
Bupati Lamongan, Tim pengendali ditetapkan dengan keputusan 
Camat, Tim Pelaksana yaitu perangkat Desa dan Relawan Desa 
yang bertugas dalam hal tersebut.  
Kekuasaan tertinggi berada di tim pembina, karena tim 
pembina menjalankan tugas sebagai menyusun pedoman dan 
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melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana 
Desa, melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Desa. Sedangkan 
tim pengendali melaksanakan fasilitasi serta verifikasi berkas 
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas 
permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada 
Bupati setiap tahap penyaluran. Tim pelaksana menyusun DPA, 
dokumentasi pelaksanaan perubahan Anggaran, menandatangani 
perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 




2) Karakteristik atau penguasa yang berkuasa 
Karakteristik seseorang dapat dilihat ketika menjalankan 
tugas dari atasan. Jika tugas tersebut dilaksanakan dengan baik 
tanpa menunda, maka hasilnya pun baik. Penguasa yang berhak 
menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
adalah kepala Desa. Namun, jika data yang diajukan tersebut 
tidak valid, maka akan dicek dengan teliti lagi.  
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang terdampak 
pandemi. Adanya Bantuan dari Desa memberikan kemudahan 
bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan hidupnya di masa 
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pandemi. Jika ada salah satu masyarakat yang protes dengan 
keluarga penerima manfaat, maka ada yang tidak beres dengan 
data yang didapat. Kemungkinan ada yang masih saudara sendiri 
atau bahkan tetangga yang dekat, tanpa memperhatikan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan dalam surat Edaran Menteri 
Desa.
15
   
Karakteristik merupakan identik dari ciri-ciri khas yang 
melekat pada diri seseorang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat yang 
membutuhkan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, maka dari 
itu diharapkan tim pelaksana harus benar-benar adil dalam 
mencalonkan keluarga penerima manfaat.  
3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana 
Sesuai dengan SK dari Menteri Desa terkait dengan 
kepatuhan dari pelaksana yaitu penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus disalurkan 
berdasarkan nominal yang tertera dalam SK Menteri Desa. Jika 
salah satu Desa ada yang menggunakan Dana Desa untuk hal 
lain, maka tim pembina akan segera memberi sanksi atau bisa 
jadi viral di media sosial.
16
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Selaku tim pelaksana berhak untuk memberikan leluasa 
bagi masyarakat yang mengajukan siapa saja keluarga penerima 
manfaat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa. Kami selaku tim pelaksana merespon dengan baik juga, 
karena mengingat kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini 
sangat berpengaruh, baik itu kehilangan pekerjaan atau gulung 
tikar dan mempunyai anggota keluarga yang sakit parah.
17
  
Surat Edaran menjadi dasar perubahan Anggaran 
Pembangunan Bantuan Desa apalagi dalam Keadaan Luar Biasa, 
maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi 
kebutuhan tanggap Covid 19 di Desa. Oleh karena itu, kepada 
Desa bersama perangkat berusaha dengan benar-benar 
menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 
masyarakat di masa pandemi Covid 19. 
2. Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa 
Pendapat Edward III dalam Santoso menyatakan, bahwa 
implementasi kebijakan didukung dengan empat indikator pendukung, 
yaitu: 
a. Komunikasi, mempunyai peranan penting. Apapun yang diperintah 
oleh atasan persis dilaksanakan, sehingga kebijakan bisa 
terlaksanakan dengan konsisten dan jelas. 
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b. Sikap pelaksana, sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan 
bukan hanya harus tahu yang dikerjakan, namun harus tahu 
penerapannya. 
c. Struktur birokrasi, memiliki dampak yang baik terhadap 
implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada 
kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di 
antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit 
organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin 





Alur Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan 








Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 8/5/2021 ) 
Bagan 3.2 diatas merupakan gambaran implementasi 
kebijakan penyaluran dan pemanfaatan bantuan langsung tunai 
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Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi. Kebijakan 
yang telah ditentukan oleh Menteri Desa memuat isi kebijakan 
sekaligus lingkungan kebijakan. Sebuah implementasi dikatakan 
berhasil menurut Grindle yaitu ditentukan oleh tingkat 
implementasi kebijakan itu sendiri. Setelah isi kebijakan termuat 
dengan baik dan menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh 
masyarakat, kemudian diimplemelentasikan ke berbagai daerah 
untuk segera dilaksanakan dengan baik. Adanya kebijakan 
pemerintah terkait dengan pandemi atau wabah Covid 19 
menjadikan pemerintah lebih prihatin terhadap rakyatnya. 
Kebijakan yang baik akan diterima oleh masyarakat dengan baik 
pula. Hal ini sangat penting untuk dikomunikasikan antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar informasi 
mengenai penerapan kebijakan tersebut selaras dan serasi untuk 
dilakukan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk 
menerimanya.  
a) Komunikasi  
Komunikasi mempunyai peranan penting. Apapun yang 
diperintah oleh atasan persis dilaksanakan, sehingga kebijakan bisa 
terlaksanakan dengan konsisten dan jelas. Komunikasi pemimpin 
kepada masyarakat terkait alur pendataan masyarakat yang 
menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Covid 19. 
Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 
 


































data melalui berbagai proses, karena ada beberapa masyarakat yang 
sudah menerima bantuan sosial dari pusat.  
Peneliti menanyakan secara langsung kepada Sekretaris Desa 
Bulumargi, Kaur Keuangan Desa Bulumargi, dan masyarakat Dusun 
Awar-Awar terkait komunikasi pemerintah desa dan masyarakat 
untuk alur pendataan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada masa Covid 19, komunikasi antara 
pemerintahan desa dengan masyarakat harus baik. Masyarakat 
mungkin tidak terima dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
ini diperuntukkan bagi masyarakat yang hanya kehilangan pekerjaan. 
Namun, proses pendataan ini melalui proses yang panjang. Jumlah 
pendata yang masuk ke rumah warga minimal tiga orang, kemudian 
melakukan pendataan di tingkat RT, RW dengan menggunakan 
aplikasi desa melawan Covid 19. Perangkat Desa dapat 
menggunakan data dari DTKS sebagai referensi bagi yang menerima 
bantuan PKH, BPNT, Pra Kerja, dan Bantuan Sosial lainnya.
19
  
Pernyataan yang sama disampaikan oleh masyarakat dari 
Dusun Awar-Awar yaitu pendataan dimulai dari relawan Desa yang 
mendata ke setiap rumah dan dimintai foto copy KK dan KTP. 
Kemudian relawan Desa memberikan penjelasan mengenai Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa. Selain itu, protokol kesehatan tetap 
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Pernyataan yang senada disampaikan oleh Sekretaris Desa, 
Kaur Keuangan Desa Bulumargi mengenai komunikasi terkait alur 
pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
harus mematuhi protokol kesehatan. Melaksanakan pendataan secara 
transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat 
Desa dapat menggunakan data dari DTKS sebagai referensi bagi 
yang menerima bantuan PKH, BPNT, Pra Kerja dan Bantuan Sosial 
lainnya. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan 
dengan baik.  
2) Sikap pelaksana 
Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan hanya 
harus tahu yang dikerjakan, namun harus tahu penerapannya. Penerapan 
terkait dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 sudah tertera dalam Surat Edaran Menteri 
Desa PDTT. Hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum 
mengambil keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa di masa pandemi Covid 19 ini. Berikut sikap pelaksana dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: 
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Sikap pelaksana dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi 
 
 
Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 5/7/2021) 
 
Pada bagan 3.3 menjelaskan tentang sikap pelaksana dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 
di Desa Bulumargi. Pelaksana dari program kebijakan penyaluran 
tersebut terdiri dari Tim pembina, Tim pengendali, dan Tim pelaksana. 
Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dan kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa 
Bulumargi. 
1) Tim Pembina 
Tim pembina merupakan petugas dari kabupaten 
melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Selain itu, 
tugas pembina adalah menyusun pedoman dan melaksanakan 
sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa, 
mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa kepada kepala KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), 
dan melaksanakan input laporan konvergensi pencegahan stunting 
kepada kepala KPA baik berupa fisik melalui aplikasi OMSPAN.
21
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2) Tim Pengendali 
Tim pengendali ditetapkan dengan keputusan Camat di 
daerah masing-masing. Tim pengendali bertugas melakukan 
sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa, melakus kan fasilitasi, 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di wilayah 
kerjanya, dan melaksanakan fasilitas serta verifikasi berkas yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas 
permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati 
setiap tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
22
 
3) Tim Pelaksana 
Tim pelaksana bertugas mengendalikan kegiatan sesuai 
dengan bidang tugasnya. Selain itu, melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai 
dengan bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan, 
menyusun DPA, dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran, 
dokumen pelaksanaan Anggaran lanjutan sesuai dengan bidang 
tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 
atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam 
bidang tuagsnya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai 
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 Sosialisasi terkait calon penerima manfaat, kami 
perangkat desa membagi tugas dalam penaganan Covid 19 ini, 
mengingat ada hal-hal yang harus diperhatikan terutama mengenai 
kesehatan. Kalau kita melakuan sosialiasasi di ruang terbuka umum 
dan didatangi oleh semua masyarakat, itu akan mengakibatkan 
permasalahan. Jadi, kami sebagai perangkat desa memilih atau 
memutuskan untuk melakukan sosialisasi sepertiga masyarakat yang 
telah dinobatan sebagai penerima manfaat. Kami menjelaskan 
dengan baik, agar bisa dimengerti oleh masyarakat. Terkait dengan 
besaran nominal yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan 
dana dilakukan dimana. Itu semua harus disampaikan pada kegiatan 
sosialisasi. Begitu juga dengan sosialisasi selanjutnya. jadi dalam 
periode pertama sebelum tahap pengambilan, kami melakukan tiga 




Pernyataan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang 
akan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19. Karena dengan adanya sosialisasi, kemungkinan 
masyarakat paham dan bisa menjalankan apa yang telah ditentukan 
oleh pemerintahan Desa. Penerapan sosialisasi kebijakan penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut harus dilaksanakan 
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dengan baik dan didukung oleh struktur birokrasi yang siap untuk 
menjalankan tugasnya masing-masing. 
3) Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap 
implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada 
kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di 
antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit 
organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin.  
 
Bagan 3.5 






















































Bagan 3.5 menunjukkan tentang susunan keanggotaan tim pembina 
Dana Desa pada korban Covid 19. Susunan tersebut menjelaskan bahwa 
yang menjadi pembina yaitu Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, 
pengarah yaitu Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra 
Kabupaten Lamongan, Ketua terdiri dari Kepala DPMD dan BPKAD 
Kabupaten Lamongan, yang dikoordinatori oleh Sekretaris DPMD 
Kabupaten Lamongan, sedangkan yang bertanggung jawab adalah 
kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset, dan sumberdaya Desa 
DPMD Kabupaten Lamongan, dan anggitanya terdiri dari staf kasi 














Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021) 
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Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Publik 
 


































Pada bagan 3.6 menunjukkan susunan keanggotaan tim pengendali 
Dana Desa pada korban Covid 19 yang secara langsung ditetapkan dengan 
keputusan Camat daerah setempat. Penanggung jawab yaitu Camat, 
Koordinator dari Sekretaris Kecamatan, yang diketuai oleh Kepala Seksi 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Setiap kecamatan membuat 
sebuah peraturan bagi semua Desa yang telah mendapat Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa untuk segera dibuatkan berita Acara ketika 
selesai melakukan MUSDes (Musyawarah Desa) hal tersebut menjadi 


















Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021) 
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Pada bagan 3.7 menunjukkan bahwa susunan keanggotaan 
pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa yang menjadi penanggung jawab 
adalah Kepala Desa, Koordinatornya yaitu Sekretaris Desa, Ketua 
pelaksana yaitu Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP 
Desa, Sedangkan Sekretarisnya yaitu dari perangkat Desa yang menajdi 
tim penggerak pelaksana kegiatan, dan untuk anggota pelaksana yaitu 
relawan dari Desa.  Para relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari 
RT, RW atau dusun, setelah itu melakukan verifikasi tabulasi data. Syarat 
penerima BLT Dana Desa itu keluarga miskin yang tidak tercatat dalam 
bantuan PKH, BPNT, kartu Prakerja, Bantuan RI, Bantaun Beras dan 
sebagainya. Kemudian mengidentifikasi keluarga miskin yang rentan 
untuk diprioritaskan menerima BLT Dana Desa. Relawan Desa atau gugus 
tugas Covid 19 memastikan keluarga miskin yang rentan, misal perempuan 
kepala keluarga, warga lanjut usia, dan diprioritaskan penyandang 
disabilitas.
27
 Proses pendataan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 terdapat di bagan yang telah tertera dalam 
JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan). Berikut penjelasannya dari hasil 
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Pengesahan Daftar Penyaluran BLT Dana Desa 
Bagan 3.8 
Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana 













Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 13/4/2021) 
Pada bagan 3.8 menunjukkan mekanisme penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 melalui beberapa 
proses dan kriteria yang telah ditentukan. Beberapa proses dan 
penentuan calon penerima bantuan tersebut meliputi beberapa sumber 
daya yang harus terlibat dalam pendataan. Penjelasan dari bagan 
tersebut untuk mekanisme penyaluran BLT Dana Desa pada korban 
Covid 19 dimulai dari terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK 
penunjukkan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid 19 sebagai 
tim pendata BLT Dana Desa, kemudian pendataan dilakukan oleh 






































dengan kepala Dusun, selanjutnya verifikasi, validasi, dan tabulasi data 
calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, 
kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuatkan surat 
keterangan domisili. Jika ada calon penerima BLT Dana Desa yang 
tidak memiliki NIK, setelah itu penandatangani daftar calon penerima 
BLT Dana Desa oleh kepala Desa dan BPD, berikutnya publikasi daftar 
calon penerima BLT Dana Desa di tempat umum, website desa, SID, 
dll, dan pengesahan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh 
Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat, dan selanjutnya penyaluran 
BLT Dana Desa pada masyarakat yang terkena dampak Covid 19. 
Struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi 
kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam 
struktur birokrasi. Semua perangkat Desa yang bertugas dalam gugus 
Covid 19 harus digerakkan, karena mengingat kebutuhan setiap orang 
dalam menjalankan kehidupan harus segera tertangani dengan baik. 
Kemudian pemerintah memberikan kemudahan dalam setiap proses 
pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. keberhasilan 
pemerintah Desa dalam penyampaian kriteria maupun persyaratan yaitu 
dari sumber daya yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa.   
4) Sumber daya 
Sumber daya terdapat dari sumber daya manusia atau alam 
sekaligus menyangkut faktor dana. Sumber daya manusia didapat dari 
petugas atau struktur organisasi perangkat Desa yang bersama-sama 
 


































gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. 
Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk 
disalurkan kepada orang  yang berhak menerimanya di masa pandemi 
Covid 19 harus disalurkan dengan baik. Namun, sebelumnya pencairan 
Dana Desa ini melalui beberapa tahap dan melalui Bank yang telah 
ditentukan oleh pusat.  
Peneliti langsung menanyakan kepada Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Desa Bulumargi 
terkait faktor keberhasilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat 
disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19, 
pernyataannya yaitu keberhasilan pemerintah atau pemimpin dalam 
menjalankan kewajibannya itu yang terpenting adalah komunikasi yang 
baik, pelayanan yang baik, struktur birokrasi yang ditentukan itu baik, 
dan ada sumber daya yang mendukung yaitu dana. Pelayanan yang baik 
akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tentu tidak akan 
terjadi perselisihan. Begitu juga keadilan harus dilaksanakan dengan 
baik, agar tidak terjadi kekisruhan. Dalam kejadian di tahun 2020 
terkait wabah Covid 19, pemerintah memberikan bantuan. Bantuan 
tersebut ada yang berasal dari pusat dan desa.
28
 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelumnya harus 
disosialisakan dengan baik kepada masyarakat. Pada tahun 2020, awal 
pencairan BLT Dana Desa melalui manual, yaitu masyarakat yang 
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menerima BLT Dana Desa mengambil di balaidesa masing-masing. 
Kemudian ada peraturan lagi, kalau pengambilan BLT Dana Desa 
melalui Bank Jatim. Karena, ada masyarakat yang mengadu melalu 
Dumas (Pengaduan masyarakat) terkait pembagian rata BLT Dana 
Desa. Hal tersebut tidak membantu masyarakat yang sangat 
membutuhkan. Kemudian, di tahap ke 2 sampai 6, melalui Bank Jatim, 
harus memiliki rekening dan memiliki VA (Virtual Account). Setelah 
itu pada tahap 7 sampai 9 manual lagi, yaitu masyarakat mengambil di 
balaidesa masing-masing dan petugas Bank Jatim datang ke Desa 
tersebut. Disisi lain, petugas Bank Jatim sangat terbatas.29 
 
 
Gambar 3.2 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mengambil di 
Balaidesa (Sumber: Dokumentasi, 15 April 2021) 
Desa Bulumargi adalah desa yang menerapkan kebijakan 
penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan 
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kemudahan sekaligus merealisasikan terbitnya Peratuan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang kebijakan 
keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan instrumen 
baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap 
perekonomian desa.  
D. Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di Desa 
Bulumargi Perspektif Mas{lah{ah 
Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak. Keadaan masyarakat bisa berjalan 
dengan baik adanya pemimpin. Pemimpin dapat mengatur keadaan 
masyarakat agar menjadi baik, begitu juga sebaliknya ketiadaan pemimpin 
akan membuat kehidupan masyarakat berantakan. Jika dilihat dari  
1. Barometer keberhasilan kepemimpinan  
Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus 
memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maka ada tiga hal yang 
harus diperhatikan oleh seorang pemimpin yaitu : 
a. Melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya 
 


































Pelayanan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah kepada 
rakyatnya harus mudah dan dapat dimengerti, sehingga bisa 
dipraktikkan dengan baik. Dengan berbagai macam kebijakan yang 
dicanangkan oleh pemerintah sebaiknya disosialisasikan terlebih 
dahulu dengan baik. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin 
kepada bawahan harus jelas dan tegas. Kebijakan penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 harus memberikan dampak yang baik, sehingga 
masyarakat memberikan penilaian baik atas kinerja pemimpin dan 
perangkat Desa lainnya. 
Pernyataan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan masyarakat dari 
Dusun Bulugondang terkait pelayanan pemimpin dalam penyaluran 
dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19, ketika suatu kebijakan itu sudah digunakan, maka seorang 
pemimpin harus siap menjalankannya dengan baik. Pemimpin atau 
kepala Desa menerima semua masukan atau usulan dari masyarakat 
ketika rapat atau musyawarah. Jika ada masyarakat yang mengadu 
terkait ada potongan BLT Dana Desa, maka desa tersebut tidak 
menjalankan kebijakan dari pemerintah terkait Surat Edaran Menteri 
Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya memang 
banyak sekali bantuan-bantuan yang dikeluarkan, apalagi BLT DD 
 


































ini bareng sama BST. Namun disini, sebagai kepala Desa harus 
benar-benar menyaring warga yang miskin.
30
  
Pengambilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terlebih 
dahulu harus mempersiapkan persyaratan yang harus dibawa. 
Pengambilannya berada di Balaidesa Bulumargi, karena mengingat 
keadaan jalur atau akses ke jalan utama atau ke Bank Jatim sangat 
jauh dan membutuhkan ongkos. Pelayanan yang diberikan oleh 
perangkat Desa sudah baik serta proses pengumpulan data-datanya 
dilakukan di masing-masing rumah.
31
  
Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Dusun 
Bulugondang terkait pelayanan dari Desa Bulumargi itu sudah 
bagus, karena pemerintah Desa Bulumargi menyediakan tempat 
pengambilannya di balaidesa. Terlebih dalam masa pandemi ini, 
kebijakan mengenai banyak larangan masyarakt untuk keluar 
rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak, kemudian ada 
yang dikeluarkan dari pekerjaannya, dan sebagainya. Itu semua 
mengakibatkan ekonomi keluarga mengalami kemrosotan. Sebagai 
pemimpin harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
masyarakat yang membutuhkan. Ketika ada kebijakan pemerintah 
terkait penyaluran BLT Dana Desa, maka pemimpin harus segera 
bertindak untuk segera mendata masyarakat yang berhak untuk 
mendapatkannya. 
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b. Menegakkan keadilan 
Dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
kepada korban Covid 19 telah ada landasan hukum dari Surat 
Edaran Menteri Desa, walaupun secara normatif pemberian 
bantuan bagi orang atau masyarakat miskin telah diatur dalam 
peraturan Kemendes PDTT tahun 2020. Sebagaimana telah 
ditegaskan dalam PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Dana Desa 
untuk BLT (diperpanjang 3 x 300) PKTD, stunting, Embung Desa, 
Pasar Desa, Desa Wisata, Bumdesa.  
Pernyataan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa 
Bulumargi dan masyarakat Dusun Bulugondang ada perbedaan 
yaitu sebagai penyambung atau jalan untuk memberikan bantuan 
kepada korban Covid 19, kami sebagai perangkat Desa 
memberikan leluasa bagi masyarakat yang memberikan pendapat 
bagi yang berhak menerima BLT Dana Desa, karena itu tidak 
mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Kami harus betul-betul 
menyaring data yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan 
oleh petugas gugus Covid 19 terkait keluarga penerima manfaat 
(KPM). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan harus 
berdasarkan nominal yang telah ditentukan berdasarkan peraturan 
kebijakan dari pemerintah. Kami tidak melakukan pemotongan 
apapun. Untuk itu, kami benar-benar harus transparan dalam 
penyampaiannya, sehingga tidak ada pembicaraan yang buruk dari 
 


































masyarakat. Bagi kepala rumah tangga yang di dalam satu rumah 
terdapat dua kepala rumah tangga, itu boleh dapat bantuan dari 
pemerintah pusat dan dana desa.
32
  
 Sebagai warga ada yang merasa ketidakadilan dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Masalah 
keuangan ini sangat peting sekali, karena menyangkut kebutuhan 
hidup manusia. Mereka mengatakan bahwa ada yang dekat dengan 
perangkat Desa diberi bantuan, sedangkan orang lain yang 
membutuhkan bantuan tidak dikasih. Sebagai masyarakat melihat 
dengan betul dengan persyaratan dan kriteria yang telah 
disampaikan oleh perangkat Desa terkait yang mendapatkan BLT 
Dana Desa. Ada yang satu keluarga sudah dapat bantuan beras, 
dikasih bantuan dana desa lagi.
33
  
c. Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. 
Kepemimpinan terkait dengan masalah kemaslahatan yang 
merupakan tugas sekaligus amanah bagi seorang pemimpin. 
Seorang pemimpin atau imam adalah pemeran dari tugas yang 
harus dijalankan. Kepemimpinan bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebijakan 
pemimpin harus memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. 
Kebijakan pemimpin dalam penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
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Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 haruslah 
memberikan kemudahan dan transparansi dalam penyampaiannya.  
Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bulumargi 
dan masyarakat dari Dusun Kepoh terkait dengan realisasi 
kemaslahatan kebijakan pemimpin dalam penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 adalah ketika seorang pemimpin sebagai panutan, maka 
pemimpin tersebut harus bisa memberikan contoh terbaik kepada 
masyarakat disekitarnya. Seorang pemimpin itu banyak 
tuntutannya, harus bisa menguasai agama sekaligus mengetahui 
tentang masalah kehidupan dunia. Kepemimpinan adalah tanggung 
jawab di akhirat kelak. Adanya kebijakan kebijakan penyaluran 
BLT Dana Desa ini bisa membantu mengurangi beban bagi 
masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang 
digunakan untuk membelikan paket data internet anak. Namun, 
berbeda lagi kalau ada yang digunakan untuk memperbaiki 
rumahnya, membeli sepeda karena lagi marak di Desa, kemudian 
untuk membeli barang yang kemungkinan tidak sangat dibutuhkan 
saat pandemi. Ada juga yang digunakan untuk membeli sembako 
untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Hal tersebut 
bertujuan untuk memberikan leluasa bagi mereka yang sudah 
mendapatkan BLT Dana Desa sebagiknya digunakan dengan baik. 
Tanpa meminjam ke orang lain ataupun ke bank. Perangkat Desa 
 


































menyediakan tempat pengambilan BLT Dana Desa di Balaidesa, 
karena ada yang sudah rentan, nanti kalau ambil jatah BLT Dana 
Desa di Bank Jatim tidak tahu prosesnya dan jauh  juga. 
34
  
Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa dapat  menggunakan uangnya untuk kebutuhan membeli 
beras dan kebutuhan anak sekolah. Disisi lain melihat kondisi yang 
terjadi, ada yang salah satu keluarganya di PHK dan usahanya 
bangkrut. Ketika masyarakat dapat bantuan dari pemerintah, 
mereka sangat bersyukur karena buat tambahan modal usaha. 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2020 itu sampai 
akhir Desember bahkan sampai sekarang masih ada di tahun 2021. 




Penyataan yang senada disampaikan oleh kepala Desa 
Bulumargi dan masyarakat Dusun Kepoh, itu menunjukkan apa 
yang disampaikan dan dijalankan oleh perangkat Desa itu bisa 
diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat menerima kebijakan 
yang telah diberikan oleh perangkat Desa terkait dengan kebijakan 
penyaluran BLT Dana Desa di masa pandemi Covid 19. Tiga hal 
tersebut dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan 
kepemimpinan, jika pemimpin tersebut mampu melayani orang 
bawahan, berbuat adil kepada semua masyarakat, serta 
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menghasilkan kebijakan yang tertuju pada kemaslahatan 
masyarakat, maka ia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin 
yang berhasil. 
2. Tujuan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
Korban Covid 19 
Pada tahun 2020, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan 
yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang telah 
berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dimasa pandemi Covid 
19. Penyaluran tersebut dapat membantu meringakan beban keluarga 
seperti yang disampaikan oleh masyarakat dari Dusun Kepoh yaitu 
sebagai masyarakat ada yang bertanya-tanya karena sebelumnya Dana 
Desa itu untuk alokasi infrastruktur, bukan untuk bantuan rakyat yang 
setiap bulannya dikasih. Namun, di masa pandemi ini pemerintah 
memberikan bantuan. Ada yang diisolasi mandiri dan ada juga yang 
dikeluarkan dari pekerjaannya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
membantu korban Covid 19 untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 
Paling terpenting yaitu untuk pendidikan anak-anak.
36
  
Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dari 
Dusun Karangdowo terkait Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada korban Covid 19 yaitu 
kalau masalah sejahtera itu sudah dari dulu harus sejahtera seharusnya. 
Tapi ini tergantung pada diri orang masing-masing, kalau merasa cukup 
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ya selalu bersyukur dengan rejeki yang diberi Allah, berbeda kalau 
orang yang tidak bersyukur, itu masih kurang saja. Masalah bantuan 
yang diberikan kepala desa kepada rakyatnya ini, baru pertama kali 
dalam hidup saya, ya maklum karena sebelumnya tidak dapat bantuan. 
Adanya bantuan BLT Dana Desa ini bisa dianggap dapat mencukupi 
kebutuhan keluarga, lumayan dapat 300.000 perbulannya. Bantuan ini 
juga bisa membantu untuk membeli kebutuhan rumah tangga. 
Kebijakan pemerintah ini memberikan kemudahan dan membantu 
rakyatnya di masa pandemi ini.
37
  
Tujuan dan prinsip dasar tujuan Islam yang terjadi dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dapat diambil 
yaitu dari segi dlaru>riyat, yang mana mempunyai tujuan yang jelas 
dengan mengedepankan kesejahteraan umat. Sebab penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada korban Covid 19 dan 
lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang 
lebih membutuhkan di masa pandemi Covid 19.  
3. Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 
Dengan adanya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa di masa pandemi ini, manfaat yang bisa didapat adalah dapat 
membantun rumah tangga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di 
masa pandemi Covid 19. Pernyataan mengenai hal tersebut 
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disampaikan oleh Kepala Desa Bulumargi yaitu manfaat yang didapat 
itu banyak ketika kami menyalurkan Bantuan Langsung Dana Desa di 
masa pandemi, di antaranya dapat memberikan stimulus ekonomi serta 
mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid 19, 
membantu rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat 
bekerja atau penghasilannya sangat berpengaruh akibat wabah Covid 
19, membantu rumah tangga yang tidak dapat membeli atau megakses 
kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid 
19. Secara tidak langsung kebutuhan terpenting atau yang dharuri itu 
bisa terpenuhi, jika bantuan ini benar-benar digunakan untuk keperluan 
yang urgent di masa pandemi Covid 19 ini.
38
  
Dapat diketahui bahwa kebutuhan dlaru>riyat yaitu kebutuhan 
primer dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik 
aspek agama atau aspek duniawi. Hal ini termasuk sesuatu yang tidak 
dapat digantikan dan ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu 
tidak ada dalam kehidupan manusia, maka manusia akan menjadi 
hancur dan kehidupan akhirat juga rusak. Dlaru>riyat merupakan 
tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Pernyataan yang disampaikan 
oleh masyarakat dari Dusun Kemlagi terkait kebutuhan yang harus 
terpenuhi dalam masa pandemi Covid 19 yaitu masa pandemi ini 
membuat semua orang terkejut, bahkan tidak ada yang tahu juga kapan 
selesainya. Untuk memenuhi kebutuhan membutuhkan uang yang harus 
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dibelanjakan. Memang tidak mudah di keadaan sekarang, apalagi yang 
awalnya ada  pemasukan lebih-lebih, bisa ditabung juga. Sebagai rakyat 
hanya bisa menunggu ada bantuan dari pemerintah. Bantuan yang turun 
pada waktu pandemi itu banyak, seperti PKH, Bantuan Sosial Tunai, 
Pra Kerja, dan sebagainya. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli 
kebutuhan rumah tangga, khususnya beli beras. Hal itu sangat penting 




Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan, 
menyatakan bahwa kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 memberikan 
manfaat dan mensejahterakan rakyat. Tujuan dari kebijakan pemerintah 
adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, demi kemaslahatan rakyatnya. 
Mashlah}ah al-Dlaru>>riyat adalah kemaslahatan yang keberadaannya 
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia (kebutuhan primer). 
Terdapat lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia di antaranya: 
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ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di 
Desa Bulumargi  
Implementasi kebijakan sebagai bentuk penerapan yang 
dilakukan oleh pemerintahan Desa Bulumargi dalam melaksanakan 
kebijakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa 
tanggap Covid 19. Kebijakan pemerintah terkait Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa saat pandemi Covid 19 terdapat beberapa kebijakan 
berdasarkan hukum dari Kemendes PDTT, menurut Hari Suryanto 
Putro sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mengatakan bahwa adanya kebijakan penyaluran Dana Desa di masa 
pandemi Covid 19 sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di 
tahun 2020, karena dampak Covid 19. Hal ini mengakibatkan 
pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial untuk dimanfaatkan 
dikehidupan sehari-hari. 
Menurut Budi Haryanto sebagai Koordinator Bantuan Sosial 
Tunai mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covdi 19 merupakan bantuan yang disalurkan 
bersamaan dengan Bantuan Sosial Tunai. Sebagai pembeda, ada 
beberapa aktor yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung 
 


































Tunai Dana Desa diantaranya adalah tim pembina, tim pengendali, 
dan tim pelaksana. Sedangkan dalam penyaluran Bantuan Sosial 
Tunai langsung dicover dari pemerintah pusat. 
Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa 
pada korban Covid 19 merupakan kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah yang kemudian di implementasikan desa-desa yang telah 
diberi kewenangan untuk menggunakan Dana Desa di masa pandemi 
Covid 19. Dana Desa yang awalnya digunakan untuk pembangunan 
desa dialihkan untuk penanganan Covid 19. Ada beberapa tim yang 
terlibat dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasannya: 
Bagan 4.1  


















Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021) 
Implementasi Kebijakan
Tingkat Implementasi Kebijakan Indikator Implementasi Kebijakan
1. Komunikasi 
2. Sikap Pelaksana 
3. Struktur Birokrasi 
4. Sumber Daya 
1. Content of Policy (Isi Kebijakan) 
2. Contect of Policy (Lingkungan 
Kebijakan 
Aktor atau Tim yang terlibat
Tim Pembina Tim Pengendali Tim Pelaksana
 


































Pada bagan 4.1 menjelaskan bahwa keberhasilan 
implementasi kebijakan dalam pelaksana berdasarkan surat edaran 
Menteri Desa tahun 2020. Untuk menunjukkan bahwa kebijakan 
tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya implementasi. 
Implementasi kebijakan harus memuat unsur isi kebijakan dan 
lingkungan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan 
dalam menjalankannya ada beberapa aktor dan tim yang terlibat 
diantaranya yaitu tim pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana.   
Menurut Hari Suryanto Putro sebagai Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan yang digelontorkan 
kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sangatlah penting bagi 
masyarakat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 
masa pandemi Covid 19. Bantuan dari pemerintah pusat terdiri dari 
PKH, BST, Bansos RI, BPNT, Pra Kerja, dan lain sebagainya. Warga 
yang terdampak dan miskin belum menerima bantuan dari pemerintah 
pusat, berhak menerima bantuan dari Dana Desa. Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa ini atas usulan musyawarah desa. Kebijakan ini 
harus dimengerti oleh masyarakat, agar mudah untuk dilaksanakan 
dengan baik. Berikut penjelasan terkait dengan tingkat implementasi 
kebijakan dan indikator implementasi kebijakan: 
1. Tingkat implementasi kebijakan 
a. Content of Policy (Isi Kebijakan) 
 


































1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
adanya penyaluran Desa terhadap masyarakat yang 
terdampak Covid 19 ini merupakan suatu hal yang harus 
diperhatikan dengan baik. Menurut Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan terkait dengan data yang telah diberikan oleh tim 
pelaksana dari gugus Covid 19 harus valid dan sesuai dengan 
keputusan musyawarah Desa. Hal ini mengakibatkan tim 
pengendali dari kecamatan mengupayakan dengan betul 
untuk tidak terjadi penyelewengan data keluarga penerima 
manfaat, agar penyaluran Dana Desa ini bisa berjalan dengan 
baik. 
Dalam kebijakan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19, pemilihan tim 
pelaksana sebagai pemenuhan untuk menjalankan kebijakan 
merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh 
pemerintah pusat atau tim pembina. Tim pembina mengawasi 
dengan betul terkait Dana Desa yang diberikan kepada Desa-
Desa yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat 
setempat. Karena, kemungkinan besar jika tidak diawasi 
dengan ketat akan mengakibatkan penyelewengan dana desa 
yang kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan 
sendiri. 
 


































Tim pembina dari pusat memberikan kesempatan 
bagi tim pelaksana dari Desa yang bertugas dalam gugus 
Covid 19 untuk memberikan data yang valid, karena untuk 
mendapatkan informasi yang valid dan disampaikan kepada 
masyarakat yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan 
untuk kepentingan-kepentingan tersendiri yang terdapat 
dalam kategori penyelewengan dana Desa atau penentuan 
keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai, tim pembina 
dan pengendali segera memberikan sanksi, hal ini bertujuan 
supaya dana desa tersalurkan dengan baik. 
2) Tipe manfaat 
Dalam isi kebijakan terkait dengan tipe manfaat 
memberikan petunjuk bagi tim pelaksana dari Desa. Menurut 
Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Bulumargi 
mengatakan bahwa Dana Desa yang diberikan kepada Desa 
sebesar jumlah yang telah dianggarkan dan diajukan oleh tim 
pelaksana kepada pusat. Jika jumlah kebutuhan banyak dari 
Desa, maka anggaran Dana Desa yang diajukanpun besar 
pula. Tahap pertama menurut peraturan Desa dan APBDes 
terkait dengan jumlah dana menurut Desa Mandiri yaitu ada 
dua: 60% dan 40%. Selanjutnya Desa non Mandiri atau 
Reguler sebesar 40%, 40%, dan 20%. Hal tersebut mengacu 
pada peraturan Desa yang telah ditentukan. 
 


































Tipe manfaat ini memberikan petunjuk bagi desa 
yang telah diberi wewenang untuk memberikan Dana Desa 
kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan syarat penerimanya 
pun harus berdasarkan pada peraturan Menteri Desa. Oleh 
karena itu, tim pelaksana melaksanakan dengan betul dan 
teliti dalam mengajukan Anggaran Desa yang ditujukan 
kepada pusat.  
3) Derajat perubahan yang ingin dicapai 
Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 diharapkan dapat membantu 
menanggulangi warga miskin yang terdampak pandemi. 
Karena adanya pandemi tahun 2020 banyak warga yang 
terdampak, namun pemerintah segera mungkin memberikan 
kebijakan berupa Bantuan sosial yang bisa membantu 
masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa sebelumnya 
bantuan sosial seperti PKH, BST, Bansos, BPNT, Pra Kerja, 
dan sebagainya sudah ada sebelum pandemi. Yang 
membedakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan 
bantuan sosial lain adalah berdasarkan musyawarah Desa. 
Bantuan sosial lain sudah tercover oleh pusat. Dana Desa ini 
hanya sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di 
 


































tahun 2020. Masyarakat yang menerima didata langsung oleh 
perangkat Desa. 
Perubahan yang diinginan oleh pemerintah adalah 
untuk menanggulangi dampak kemiskinan akibat pandemi 
Covid 19. Adanya kebijakan tersebut dimulai dari wabah 
pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 dan banyak 
masyarakat yang terdampak. Hal tersebut menjadikan 
pemerintah prihatin dan menggelontorkan Bantuan Sosial 
Tunai (BST) yang langsung didata oleh pemerintah pusat 
(tim pembina) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang 
didata langsung oleh pemerintah Desa (tim pelaksana).   
4) Pengambilan keputusan 
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa yang 
kemudian menghasilkan dokumentasi RKP Desa. Menurut 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mengatakan bahwa RKP desa disusun oleh pemerintah Desa 
(tim pelaksana) sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang 
pagu indikatif alokasi Desa dari pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota, Prioritas penggunaan Dana Desa 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya adalah 
kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan Desa, partisipatif, 
dan berbasis sumber daya Desa. Prioritas penggunaan Dana 
 


































Desa harus memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi 
masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, 
peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan 
peningkatan pelayanan publik.  
Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk 
melaksanakan musyawarah Desa khusus dengan perwakilan 
masyarakat dan pihak yang terkait dalam penentuan calon 
penerima manfaat Dana Desa. Adanya Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa memberikan manfaat tersendiri bagi 
masyarakat terlebih dalam keadaan pandemi. Perangkat Desa 
sebagai tim pelaksana memberikan arahan bagi keluarga 
penerima manfaat (KPM), namun sebelum menentukan siapa 
saja yang berhak menerima bantuan tersebut, tim pelaksana 
melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut 
dilaksanakan dengan tujun mendapatkan data yang valid. 
Data yang diajukan oleh RT/RW ditujukan ke Kepala Dusun, 
kemudian diajukan ke Kepala Desa setempat, dan kemudian 
dilakukan musyawarah Desa. 
Pengambilan keputusan bagi yang berhak menerima 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan wewenang 
kepala Desa. Tugas dari tim pembina dari kabupaten dan tim 
pengendali dari kecamatan hanya mengawasi dan membantu 
saja, selebihnya merupakan wewenang kepala Desa setempat. 
 


































Oleh karena itu, tim pelaksana harus menjalankannya dengan 
baik. 
5) Pelaksanaan program  
Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19 dibantu dengan Relawan 
Desa. Menurut Kepala Desa mengatakan bahwa Relawan 
Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun 
setelah itu dilakukan verifikasi serta tabulasi. Selain itu, 
relawan Desa harus memastikan keluarga miskin yang 
rentan, seperi perempuan yang menjadi kepala keluarga, 
warga lanjut usia, dan penyandang stabilitas. 
Tim pelaksana terdiri dari relawan desa yaitu karang 
taruna, RT, RW, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat. 
Mereka bertugas dalam melaksanakan program kebijakan 
yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.  
6) Sumber daya yang diikutsertakan  
Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang 
terdiri dari tim pembina, tim pelaksana, dan tim pengendali, 
sekaligus meyangkut faktor dana. Menurut Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, dan Kaur 
Keuangan Desa Bulumargi mengatakan bahwa besaran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM pada masa 
pandemi Covid 19 di tahun 2020 adalah Rp. 600.000/KPM 
 


































untuk bulan April, Mei, Juni. Sedangkan untuk bulan Juli, 
Agustus, September, Oktober, November, Desember sebesar 
Rp. 300.000/KPM.  
Tim pembina bertugas membantu dan 
memonitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa. Tim 
pengendali bertugas melakukan fasilitasi dan monitoring 
pelaksanaan Dana Desa di wilayah kerjanya. Tim pelaksana 
bertugas melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan 
tugasnya dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
b. Contect of Policy (Lingkungan Kebijakan) 
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat  
Kekuasaan tertinggi berada di tim pembina, karena 
tim pembina menjalankan tugas sebagai menyusun pedoman 
dan melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan 
penggunaan Dana Desa, melakukan fasilitasi, pembinaan, 
pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
penggunaan Desa. Sedangkan tim pengendali melaksanakan 
fasilitasi serta verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan 
dalam berita acara kelengkapan berkas permohonan 
penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati 
setiap tahap penyaluran. Tim pelaksana menyusun DPA, 
dokumentasi pelaksanaan perubahan Anggaran, 
 


































menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 
pengadaan barang/jasa, menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
 
Aktor yang terlibat dalam program kebijakan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
Korban Covid 19 adalah Tim pembina yaitu dari Bupati dan 
Wakil Bupati Lamongan, Tim pengendali ditetapkan dengan 
keputusan Camat, Tim Pelaksana yaitu perangkat Desa dan 
Relawan Desa yang bertugas dalam hal tersebut. 
2) Karakteristik atau penguasa yang berkuasa 
Karakteristik seseorang dapat dilihat ketika 
menjalankan tugas dari atasan. Jika tugas tersebut 
dilaksanakan dengan baik tanpa menunda, maka hasilnya 
pun baik. Penguasa yang berhak menentukan penerima 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kepala Desa. 
Namun, jika data yang diajukan tersebut tidak valid, maka 
akan dicek dengan teliti lagi. Karakteristik merupakan 
identik dari ciri-ciri khas yang melekat pada diri seseorang. 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
memberikan kesempatan bagi masyarakat yang 
membutuhkan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, maka 
 


































dari itu diharapkan tim pelaksana harus benar-benar adil 
dalam mencalonkan keluarga penerima manfaat.  
3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana 
Sesuai dengan SK dari Menteri Desa terkait dengan 
kepatuhan dari pelaksana yaitu penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus 
disalurkan berdasarkan nominal yang tertera dalam SK 
Menteri Desa. Jika salah satu Desa ada yang menggunakan 
Dana Desa untuk hal lain, maka tim pembina akan segera 
memberi sanksi atau bisa jadi viral di media sosial. 
Selaku tim pelaksana berhak untuk memberikan 
leluasa bagi masyarakat yang mengajukan siapa saja 
keluarga penerima manfaat yang berhak menerima Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa. Kami selaku tim pelaksana 
merespon dengan baik juga, karena mengingat kebutuhan 
masyarakat di masa pandemi ini sangat berpengaruh, baik 
itu kehilangan pekerjaan atau gulung tikar dan mempunyai 
anggota keluarga yang sakit parah. 
2. Indikator implementasi kebijakan 
a. Komunikasi  
Komunikasi mempunyai peranan penting. Apapun yang 
diperintah oleh atasan persis dilaksanakan, sehingga kebijakan 
bisa terlaksanakan dengan konsisten dan jelas. Komunikasi 
 


































pemimpin kepada masyarakat terkait alur pendataan masyarakat 
yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa 
Covid 19. Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa di data melalui berbagai proses, karena ada beberapa 
masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial dari pusat.  
Menurut Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa 
Bulumargi mengatakan bahwa pendataan penerima Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa harus mematuhi protokol kesehatan. 
Tim pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan pendataan 
secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Perangkat Desa dapat menggunakan data dari DTKS sebagai 
referensi bagi yang menerima bantuan PKH, BPNT, Pra Kerja 
dan Bantuan Sosial lainnya. Proses pendataan harus memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri 
Desa, agar bisa berjalan dengan baik.  
b. Sikap pelaksana 
Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan 
hanya harus tahu yang dikerjakan, namun harus tahu 
penerapannya. Penerapan terkait dengan kebijakan penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 
sudah tertera dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT. Hal ini 
harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum mengambil 
 


































keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
di masa pandemi Covid 19 ini.  
Tim pembina merupakan petugas dari kabupaten 
melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Selain 
itu, tugas pembina adalah menyusun pedoman dan 
melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana 
Desa, mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa kepada kepala KPA (Kuasa Pengguna 
Anggaran) 
Tim pengendali ditetapkan dengan keputusan Camat di 
daerah masing-masing. Tim pengendali bertugas melakukan 
sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa, melakus kan 
fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di 
wilayah kerjanya, dan melaksanakan fasilitas serta verifikasi 
berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan 
berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa 
kepada Bupati setiap tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa. 
Tim pelaksana bertugas mengendalikan kegiatan sesuai 
dengan bidang tugasnya. Selain itu, melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai 
dengan bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan, 
 


































menyusun DPA, dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran, 
dokumen pelaksanaan Anggaran lanjutan sesuai dengan bidang 
tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan 
penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang 
berada dalam bidang tugasnya, dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengna bidang tugasnya untuk 
dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. 
c. Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap 
implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika 
ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik 
birokrasi di antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban 
disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang 
rutin. Tim yang bertugas adalah tim pembina, tim pengendali, 
dan tim pelaksana.  
Beberapa proses dan penentuan calon penerima bantuan 
tersebut meliputi beberapa sumber daya yang harus terlibat 
dalam pendataan. Penjelasan dari bagan tersebut untuk 
mekanisme penyaluran BLT Dana Desa pada korban Covid 19 
dimulai dari terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK 
penunjukkan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid 19 
sebagai tim pendata BLT Dana Desa, kemudian pendataan 
dilakukan oleh relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW 
 


































atau konsultasi dengan kepala Dusun, selanjutnya verifikasi, 
validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa 
kemudian ditetapkan dalam Musdesus, kasi pemerintahan atau 
petugas khusus di desa membuatkan surat keterangan domisili. 
Jika ada calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki 
NIK, setelah itu penandatangani daftar calon penerima BLT 
Dana Desa oleh kepala Desa dan BPD, berikutnya publikasi 
daftar calon penerima BLT Dana Desa di tempat umum, website 
desa, SID, dll, dan pengesahan daftar calon penerima BLT Dana 
Desa oleh Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat, dan 
selanjutnya penyaluran BLT Dana Desa pada masyarakat yang 
terkena dampak Covid 19. 
Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mengatakan 
bahwa kebijakan penyaluran dan pemanfaat Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi 
merupakan kebijakan yang tepat dilakukan oleh pemerintah. 
Proses pendataan dilakukan oleh tim pelaksana dalam 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 terdapat di bagan yang telah tertera dalam JUKLAK 
(Petunjuk Pelaksanaan).  
Struktur birokrasi berdampak baik terhadap 
implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika 
ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Semua perangkat Desa 
 


































yang bertugas dalam gugus Covid 19 harus digerakkan, karena 
mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan 
kehidupan harus segera tertangani dengan baik. Kemudian 
pemerintah memberikan kemudahan dalam setiap proses 
pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. keberhasilan 
pemerintah Desa dalam penyampaian kriteria maupun 
persyaratan yaitu dari sumber daya yang telah disiapkan oleh 
pemerintah Desa.   
d. Sumber daya 
Sumber daya terdapat dari sumber daya manusia atau 
alam sekaligus menyangkut faktor dana. Sumber daya manusia 
didapat dari tim pelaksana yaitu petugas perangkat Desa yang 
bersama-sama gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang 
telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah 
disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang  yang 
berhak menerimanya di masa pandemi Covid 19 harus 
disalurkan dengan baik. Namun, sebelumnya pencairan Dana 
Desa ini melalui beberapa tahap dan melalui Bank yang telah 
ditentukan oleh pusat.  
Menurut Ismail sebagai Kepala Desa Bulumargi 
mengatakan bahwa Desa Bulumargi adalah desa yang 
menerapkan kebijakan penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19. Kebijakan 
 


































tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus 
merealisasikan terbitnya Peratuan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang kebijakan 
keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas 
sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk 
meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap 
perekonomian desa. 
B. Analisis Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 di 
Desa Bulumargi perspektif Mas}lah}ah 
Menurut teori dari Edward III dalam Santoso menyatakan, 
bahwa  implementasi kebijakan didukung dengan empat faktor yaitu 
komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. 
Sedangkan berdasarkan implementasi menggunakan model dari 
Grindle terdiri dari dua unsur yaitu isi kebijakan dan lingkungan 
kebijakan.  
1. Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 di 
Desa Bulumargi  
 


































Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 di Desa Bulumargi terdapat beberapa point penting 
dalam pembahasannya. Menurut Afifah sebagai masyarakat Desa 
Bulumargi mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa ini sudah menjalankannya dengan baik. Hal ini 
disebabkan oleh pemerintah Desa yang bersama-sama membangun 
Desa dengan baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan 
pemerintah dalam masa pandemi Covid 19 dapat membantu 
keluarga yang membutuhkan dan memberikan kesejahteraan 
(mas}lah}ah) bagi rakyatnya. Kebijakan seorang pemimpin terhadap 
rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
1
  
Secara umum dapat diartikan sebagai suatu kebijakan atau 
tindakan seorang pemimpin terhadap masyarakat yang harus 
terwujud manfaat atas kebijakan tersebut, baik itu manfaat di dunia 
maupun di akhirat atau bahkan berupa bahaya dan kerusakan yang 
terhindarkan dari orang-orang yang berada di bawah 
kepemimpinannya. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam yaitu 
ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Hal ini 
juga bisa terealisasikan jikalau kebutuhan dasar masyarakat bisa 
terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada kesenjangan antara si 
kaya dan si miskin. Oleh karena itu, pemimpin harus lebih 
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memperhatikan orang yang dibawah kepemimpinannya. Berikut 
penjelasan bagan terkait dengan implementasi kebijakan: 
Bagan 4.2 

















Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021) 
Pada bagan 4.2 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
daam kandungan Mas}lah}ah dapat memberikan manfaat kepada 
masyarakat. Kebijakan ini bertajuk pada tingkat impelementasi 
kebijakan serta indikator implementasi kebijakan terikat dalam 
kandungan mas}lah}ah. Kandungan mas}lah}ah terdiri dari dua yaitu 
mas}lah}ah al-‘a>mmah dan mas}lah}ah al-kha>ssah, berikut penjelasannya:  
Implementasi Kebijakan
Tingkat Implementasi Kebijakan Indikator Implementasi 
1. Komunikasi 
2. Sikap Pelaksana 
3. Struktur Birokrasi 
4. Sumber Daya 
1. Content of Policy (Isi Kebijakan 
2. Contect of Policy (Lingkungan 
Kebijakan 
Kandungan mas}lah}ah 
Mas}lah}ah al-‘a>mmah Mas}lah}ah al-kha>ssah 
 


































a. Tingkat implementasi kebijakan 
1) Content of Policy (Isi Kebijakan) 
a)  Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 
adanya penyaluran Desa terhadap masyarakat yang 
terdampak Covid 19 ini merupakan suatu hal yang harus 
diperhatikan dengan baik. Menurut Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan Desa Buumargi terkait dengan data yang telah 
diberikan oleh tim pelaksana dari gugus Covid 19 harus valid 
dan sesuai dengan keputusan musyawarah Desa. Hal ini 
mengakibatkan tim pengendali dari kecamatan 
mengupayakan dengan betul untuk tidak terjadi 
penyelewengan data keluarga penerima manfaat, agar 
penyaluran Dana Desa ini bisa berjalan dengan baik. 
Mas}lah}ah yang terkandung dalam kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi adalah mas}lah}ah al-
‘a>mmah, dimana tim pelaksana dapat mempengaruhi 
masyarakat secara langsung dalam mendapatkan informasi, 
namun terdapat mas}lah}ah al-‘Kha>ssah karena tim pelaksana 
ada yang menggunakan kewenanagannya sendiri dalam 
mendata keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa. 
b) Tipe manfaat 
 


































Tipe manfaat ini memberikan petunjuk bagi desa 
yang telah diberi wewenang untuk memberikan Dana Desa 
kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan syarat penerimanya 
pun harus berdasarkan pada peraturan Menteri Desa. 
Menurut Hari Suryanto Putro mengatakan bahwa Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa memberikan manfaat yang 
banyak kepada semua orang, apalagi di waktu pandemi 
Covid 19. Untuk data yang diberikan ke pusat harus valid 
sesuai dengan jumlah masyarakat yang telah ditentukan oleh 
musyawarah Desa. Oleh karena itu, tim pelaksana 
melaksanakan dengan betul dan teliti dalam mengajukan 
Anggaran Desa yang ditujukan kepada pusat.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam tipe manfaat 
adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana tim pelaksana dapat 
mengajukan anggaran berapapun sesuai dengan kebutuhan 
dan masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa. Manfaat dalam penyaluran bantuan ini 
sangat membantu semua orang.  
c) Derajat perubahan yang ingin dicapai 
Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 diharapkan dapat membantu 
menanggulangi warga miskin yang terdampak pandemi. 
 


































Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mengatakan bahwa sebelumnya bantuan sosial seperti PKH, 
BST, Bansos, BPNT, Pra Kerja, dan sebagainya sudah ada 
sebelum pandemi. Dana Desa ini hanya sebagai penyapu 
ranjau bagi masyarakat miskin di tahun 2020. Masyarakat 
yang menerima didata langsung oleh perangkat Desa. 
Perubahan yang diinginan oleh pemerintah adalah untuk 
menanggulangi dampak kemiskinan akibat pandemi Covid 
19.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam derajat perubahan 
adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana tim pembina dan tim 
pengendali mengharapkan ada perubahan serta dapat 
mensejahterakan masyarakat dalam setiap program yang 
dibuat terutama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa. Hal tersebut menjadikan pemerintah prihatin dan 
menggelontorkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang langsung 
didata oleh pemerintah pusat (tim pembina) dan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa yang didata langsung oleh 
pemerintah Desa (tim pelaksana).   
d) Pengambilan keputusan 
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa yang 
kemudian menghasilkan dokumentasi RKP Desa. Menurut 
 


































Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mengatakan bahwa RKP desa disusun oleh pemerintah Desa 
(tim pelaksana) sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang 
pagu indikatif alokasi Desa dari pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota, Prioritas penggunaan Dana Desa 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya adalah 
kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan Desa, partisipatif, 
dan berbasis sumber daya Desa.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam pengambilan 
keputusan adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana tim 
pelaksana melaksanakan musyawarah Desa untuk 
menentukan keluarga yang berhak menerima Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa. Pengambilan keputusan bagi 
yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
merupakan wewenang kepala Desa. Tugas dari tim pembina 
dari kabupaten dan tim pengendali dari kecamatan hanya 
mengawasi dan membantu saja, selebihnya merupakan 
wewenang kepala Desa setempat. Oleh karena itu, tim 
pelaksana harus menjalankannya dengan baik. 
e) Pelaksanaan program  
Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa pada korban Covid 19 dibantu dengan Relawan 
Desa. Menurut Kepala Desa mengatakan bahwa Relawan 
 


































Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun 
setelah itu dilakukan verifikasi serta tabulasi. Selain itu, 
relawan Desa harus memastikan keluarga miskin yang 
rentan, seperi perempuan yang menjadi kepala keluarga, 
warga lanjut usia, dan penyandang stabilitas. 
Mas}lah}ah yang terkandung dalam pelaksanaan 
program  adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana tim pelaksana 
dapat menjalankan program yang telah diberikan oleh tim 
pembina. Tim pelaksana terdiri dari relawan desa yaitu 
karang taruna, RT, RW, tim penggerak PKK, tokoh 
masyarakat. Mereka bertugas dalam melaksanakan program 
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.  
f) Sumber daya yang diikutsertakan  
Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang 
terdiri dari tim pembina, tim pelaksana, dan tim pengendali, 
sekaligus meyangkut faktor dana. Menurut Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, dan Kaur 
Keuangan Desa Bulumargi mengatakan bahwa besaran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM pada masa 
pandemi Covid 19 di tahun 2020 adalah Rp. 600.000/KPM 
untuk bulan April, Mei, Juni. Sedangkan untuk bulan Juli, 
Agustus, September, Oktober, November, Desember sebesar 
Rp. 300.000/KPM.  
 


































Mas}lah}ah yang terkandung dalam sumber daya 
yang diikutsertakan adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana tim 
pelaksana, tim pengendali, tim pembina dapat bekerja sesuai 
dengan tugasnya masing-masing. Tim pembina bertugas 
membantu dan memonitoring terhadap pelaksanaan Dana 
Desa. Tim pengendali bertugas melakukan fasilitasi dan 
monitoring pelaksanaan Dana Desa di wilayah kerjanya. Tim 
pelaksana bertugas melaksanakan anggaran kegiatan sesuai 
dengan tugasnya dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
2. Contect of Policy (Lingkungan Kebijakan) 
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat  
Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mangatakan 
bahwa kekuasaan tertinggi berada di tim pembina, karena tim 
pembina menjalankan tugas sebagai menyusun pedoman dan 
melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana 
Desa, melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Desa. 
Sedangkan tim pengendali melaksanakan fasilitasi serta 
verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara 
kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari 
kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran. Tim 
pelaksana menyusun DPA, dokumentasi pelaksanaan perubahan 
 


































Anggaran, menandatangani perjanjian kerja sama dengan 
penyedia atas pengadaan barang/jasa, menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat adalah 
mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana aktor yang terlibat dapat 
menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk 
memonitoring setiap program kegiatan dalam program 
kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
Korban Covid 19. Tim tersebut adalah tim pembina yaitu dari 
Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Tim pengendali ditetapkan 
dengan keputusan Camat, Tim Pelaksana yaitu perangkat Desa 
dan Relawan Desa yang bertugas dalam hal tersebut.  
2) Karakteristik atau penguasa yang berkuasa 
Menurut Hari Suryanto Putro menggatakan bahwa 
karakteristik seseorang dapat dilihat ketika menjalankan tugas 
dari atasan. Jika tugas tersebut dilaksanakan dengan baik tanpa 
menunda, maka hasilnya pun baik. Penguasa yang berhak 
menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
adalah kepala Desa. Namun, jika data yang diajukan tersebut 
tidak valid, maka akan dicek dengan teliti lagi. Karakteristik 
merupakan identik dari ciri-ciri khas yang melekat pada diri 
seseorang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 
 


































dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
memberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan 
kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, maka dari itu diharapkan 
tim pelaksana harus benar-benar adil dalam mencalonkan 
keluarga penerima manfaat.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam karakteristik atau 
penguasa yang berkuasa adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana 
tim pembina dapat mengetahui kinerja tim pelaksana, namun 
disisi lain terdapat mas}lah}ah  al-Kha>ssah dimana tim pelaksana 
ada yang menentukan keluarga penerima manfaat berdasarkan 
saudara dan orang terdekat, jadi data yang didapat tidak valid, 
sehingga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. 
3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana 
Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mengatakan 
bahwa Bantuan Sosial Dana Desa ini merupakan bantuan yang 
diberikan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh tim 
pelaksana berdasarkan dengan SK dari Menteri Desa terkait 
dengan kepatuhan dari pelaksana yaitu penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus 
disalurkan berdasarkan nominal yang tertera dalam SK Menteri 
Desa. Jika salah satu Desa ada yang menggunakan Dana Desa 
untuk hal lain, maka tim pembina akan segera memberi sanksi 
atau bisa jadi viral di media sosial. 
 


































Mas}lah}ah yang terkandung dalam tingkat kepatuhan 
dan respon dari pelaksana adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana 
tim pelaksana menjalankan tugas dengan baik, sehingga respon 
masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah 
diterima dengan baik. Selaku tim pelaksana berhak untuk 
memberikan leluasa bagi masyarakat yang mengajukan siapa 
saja keluarga penerima manfaat yang berhak menerima Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa. Selaku tim pelaksana merespon 
dengan baik juga, karena mengingat kebutuhan masyarakat di 
masa pandemi ini sangat berpengaruh, baik itu kehilangan 
pekerjaan atau gulung tikar dan mempunyai anggota keluarga 
yang sakit parah. 
b. Indikator implementasi kebijakan 
1) Komunikasi  
Komunikasi mempunyai peranan penting dalam setiap 
organisasi. Apapun yang diperintah oleh atasan harus 
dilaksanakan dengan transparan, sehingga kebijakan bisa 
terlaksana dengan konsisten dan jelas. Komunikasi pemimpin 
kepada masyarakat terkait alur pendataan masyarakat yang 
menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa 
Covid 19 harus jelas dan tegas. Masyarakat yang menerima 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di data melalui berbagai 
proses, karena ada beberapa masyarakat yang sudah menerima 
 


































bantuan sosial dari pusat. Menurut Sekretaris dan Kaur 
Keuangan Desa Bulumargi mengatakan bahwa komunikasi 
terkait dengan proses pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada masa Covid 19 tahun 2020  dimulai dari jumlah 
pendata yang masuk ke rumah warga terdiri dari 3 orang, 
melakukan pendataan tingkat RT, RW dengan aplikasi desa 
melawan Covid 19, dan kegiatan yang dilakukan tersebut harus 
mematuhi protokol kesehatan. Proses pendataan memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri 
Desa, agar bisa berjalan dengan baik.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam komunikasi adalah 
mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana pemimpin mendapatkan informasi 
dari bawahan selaku keluarga yang berhak menerima manfaat 
dari bantuan dana desa. Hal ini dapat memberi manfaat kepada 
semua orang termasuk perangkat desa. Peran pemimpin kepada 
bawahan pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 adalah seorang pemimpin melakukan 
proses komunikasi dengan bawahan untuk memberikan 
informasi dan mendapatkan informasi kembali oleh bawahan 
pula. Hal ini menimbulkan interaksi komunikasi yang 
berkesinambungan, sehingga terciptanya pemahaman antara 
atasan dan bawahan. Informasi yang didapatkan pun 
menguntungkan atasan dan bawahan.  
 


































2) Sikap pelaksana 
Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 harus tahu penerapannya. Penerapan tersebut tertera 
dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT. Hal ini 
disosialisasikan kepada masyarakat sebelum mengambil 
keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
di masa pandemi Covid 19 ini. Sosialisasi yang baik akan 
diterima oleh masyarakat dengan baik pula. Menurut Sekretaris 
Desa Bulumargi mengatakan bahwa perangkat Desa membagi 
tugas dalam penanganan Covid 19, karena mengingat hal-hal 
yang harus diperhatikan terutama mengenai kesehatan. Kalau 
melakukan sosialisasi di ruang terbuka dengan mendatangkan 
semua masyarakat yang menerima manfaat bantuan ini, maka 
tidak bisa dikatakan menjaga protokol kesehatan. Perangkat 
Desa memilih untuk melakukan sosialisasi dibagi menjadi  tiga 
tahap sebelum calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) 
menerima bantuan. Sosialisasi terkait dengan besaran nominal 
yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan dana dilakukan 
di Balaidesa, serta tahap-tahap penerimaan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa. Dengan adanya sosialisasi, kemungkinan 
masyarakat paham dan bisa menjalankan apa yang telah 
ditentukan oleh pemerintahan Desa. Penerapan sosialisasi 
 


































kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
tersebut dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh struktur 
birokrasi yang siap untuk menjalankan tugasnya masing-masing. 
Mas}lah}ah yang terkandung dalam sikap pelaksana adalah 
mas}lah}ah al-‘a>mmah, karena seorang pelaksana kebijakan 
implementasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum 
pencairan bantuan langsung tunai dana desa agar pelaksanannya 
pun berjalan dengan baik. Perangkat Desa Bulumargi 
melaksanakan sosialisasi dalam tiga tahap, karena untuk 
menjaga kesehatan masyarakat. Sosialisasi dilakukan bertujuan 
untuk memahamkan masyarakat serta ada dukungan dari 
struktur birokrasi pemerintah yang telah menjalankan tugasnya 
masing-maisng. Hal ini juga termasuk mas}lah}ah al-kha>ssah, 
karena untuk menjaga kesehatan pada diri sendiri terkait dengan 
menjaga protokol kesehatan dalam sosialisasi penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19. 
3) Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap 
implementasi kebijakan. Dua karakteristik birokrasi di 
antaranya yaitu transformasi dalam penganggung jawaban 
disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang 
rutin. Menurut Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa 
Bulumargi mengatakan bahwa struktur birokasi atas 
 


































penanggungjawab serta proses konsolidasi dan verifikasi data 
penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdiri 
dari para relawan desa yang kemudian menghimpun data dari 
RT, RW atau Dusun, setelah itu melakukan verifikasi tabulasi 
data.  Relawan Desa atau gugus tugas Covid 19 memastikan 
bahwa yang akan menerima bantuan ini adalah keluarga miskin 
yang rentan, misal perempuan kepala keluarga, warga lanjut 
usia dan diperioritaskan penyandang distabilitas. Bagi calon 
penerima BLT Dana Desa tidak memliki Nomor Induk 
Kependudukan, maka petugas pendata mencatat dan 
memberikannya kepada kasi pemerintah di desa yang 
selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Jika ada 
keluhan dari masyarakat, maka Desa bersama BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) memfasilitasi musyawarah desa untuk 
membahas keluhan dan menyepakati solusinya.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam struktur birokrasi 
adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana pemimpin dalam suatu 
organisasi membuat struktur organisasi bertujuan untuk 
membagi tugas dengan jelas. Struktur birokrasi berdampak baik 
terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan yang 
dilakukan di Desa Bulumargi berhasil, karena semua perangkat 
Desa yang bertugas dalam gugus Covid 19 digerakkan. 
Mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan 
 


































kehidupan harus segera tertangani dengan baik. Pemerintah 
memberikan kemudahan dalam setiap proses pencairan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 
serta didukung oleh beberapa petugas penanganan Covid 19. 
4) Sumber daya 
Keberhasilan pemerintah Desa dalam penyampaian 
kriteria maupun persyaratan yaitu dari sumber daya yang telah 
disiapkan oleh pemerintah Desa. Sumber daya terdapat dari 
sumber daya manusia atau alam sekaligus yang menyangkut 
faktor dana. Sumber daya manusia didapat dari petugas atau 
struktur organisasi perangkat Desa yang bersama-sama gotong 
royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. 
Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh 
pemerintah untuk disalurkan kepada orang  yang berhak 
menerimanya di masa pandemi Covid 19 harus disalurkan 
dengan baik. 
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa serta Kepala Desa Bulumargi mengatakan bahwa 
keberhasilan pemerintah atau pemimpin dalam menjalankan 
kewajibannya yaitu komunikasi dengan rakyat dengan baik, 
memberikan pelayanan yang baik, struktur birokrasi atau 
tatanan pemerintahan yang jelas dan terarah, sekaligus ada 
sumber daya yang menyangkut dana. Karena dengan adanya 
 


































dana yang mendukung, maka proses keberlangsungan kegiatan 
dapat berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik akan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tentu tidak akan 
terjadi perselisihan. Dalam kejadian di tahun 2020 terkait 
wabah Covid 19, pemerintah memberikan beberapa bantuan. 
Kemudian ada peraturan lagi, kalau pengambilan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui Bank Jatim. 
Kemudian pada tahap ke dua sampai ke enam melalui Bank 
Jatim, keluarga penerima manfaat bantuan harus memiliki 
rekening dan memiliki VA (Virtual Account). Setelah itu pada 
tahap tujuh sampai sembilan manual lagi, yaitu masyarakat 
mengambil di Balaidesa masing-masing dan petugas Bank 
Jatim datang ke Desa tersebut.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam sumber daya adalah 
mas}lah}ah al-‘a>mmah, dimana kebijakan penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sesuai dengan dana 
yang telah diberikan oleh pemerintah pada korban Covid 19. 
Desa Bulumargi adalah desa yang menerapkan kebijakan 
penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19. Kebijakan tersebut bertujuan 
untuk memberikan kemudahan sekaligus merealisasikan 
terbitnya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang kebijakan keuangan negara dan 
 


































stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan 
instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-
19 terhadap perekonomian desa. 
2. Barometer Keberhasilan Kepemimpinan dalam perspektif 
Mas}lah}ah 
Mas}lah}ah menurut Abd al-Karim Zaidan yang dimaksud 
dalam kaidah “tasharraf al-ima>m ‘ala> rai>yah al-manu>thun bi al-
mashlah}ah” adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap 
rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ada tiga hal pokok 
yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu:
2
 melayani 
orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, menegakkan 
keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. 
Kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai 






                                                          
2
 Asep Solikin, dkk, Pemimpin Yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, 90-103 
 












































        Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 8/5/2021) 
Bagan 4.3 menjelaskan tentang keberhasilan kepemimpinan 
dalam kaidah mas}lah}ah memberikan manfaat yang ingin 
diwujudkan oleh seorang pemimpin dalam tindakannya serta 
kandungan mas}lah}ah yang terdapat dalam implementasi kebijakan. 
Kandungan mas}lah}ah terdiri dari dua yaitu mas}lah}ah al-‘a>mmah 
dan mas}lah}ah al-kha>ssah, berikut penjelasannya: 
a. Melayani orang-orang yang berada di bawah 
kepemimpinannya 
Pelayanan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah 
kepada rakyatnya harus mudah dan dapat dimengerti, sehingga 
bisa dipraktikkan dengan baik. Dengan berbagai macam 
kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah sebaiknya 
 Barometer keberhasilan pemimpin 
1. Melayani orang-orang yang berada di bawah 
kepemimpinannya 
2. Menegakkan keadilan 
3. Merealisasikan kemashlahatan untuk manusia 
Kandungan mas}lah}ah 
Mas}lah}ah al-‘a>mmah Mas}lah}ah al-kha>ssah 
 


































disosialisasikan terlebih dahulu dengan baik. Kebijakan 
penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa pada korban Covid 19 harus memberikan dampak yang 
baik, sehingga masyarakat memberikan penilaian baik atas 
kinerja pemimpin dan perangkat Desa lainnya. Menurut Pak 
Hari sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mengatakan bahwa ketika kebijakan itu dikeluarkan, maka 
pemimpin harus siap untuk menjalankannya. Pemimpin harus 
menerima aspirasi dari rakyatnya. Ketika terjadi suatu wabah, 
maka pemimpin memberikan kebijakan yang sesuai dengan 
keadaan pada saat itu. Kebijakan pemerintah terkait dengan 
pelayanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
korban Covid 19 melakukan sosialisasi terlebih dahulu, 
memberikan kemudahan dalam pengambilan bantuan tersebut 
dan benar-benar menyaring warga miskin yang terdamak Covid 
19. Menurut bu Khomsatun sebagai warga dari Dusun 
Bulugondang mengatakan bahwa beliau diberi kemudahan 
dalam pengambilan bantuan bahkan disediakan tempat di 
balaidesa. Dalam proses pendataannya pun diberikan informasi 
rinci dan terarah.  
Mas}lah}ah yang terkandung dalam pelayanan pemimpin 
kepada bawahnnya adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah dimana 
pemimpin memberikan kemudahan dalam pengambilan Bantuan 
 


































Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 dan dapat 
memberikan manfaat pada warga tanpa mengeluarkan ongkos 
naik ojek untuk pengambilannya. 
b. Menegakkan keadilan 
Dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
kepada korban Covid 19 telah ada landasan hukum dari Surat 
Edaran Menteri Desa, walaupun secara normatif pemberian 
bantuan bagi orang atau masyarakat miskin telah diatur dalam 
peraturan Kemendes PDTT tahun 2020. Sebagaimana telah 
ditegaskan dalam PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Dana 
Desa untuk BLT (diperpanjang 3 x 300) PKTD, stunting, 
Embung Desa, Pasar Desa, Desa Wisata, Bumdesa. Menurut 
Pak Andika sebagai Kaur Keuangan Desa Bulumargi bahwa 
beliau sebagai jalan dalam memberikan bantuan dana desa ini 
kepada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid 19. 
Besaran nominal yang diberikan sebesar Rp. 300.000/KPM 
(Keluarga Penerima Manfaat).  
Bagi keluarga yang dalam satu rumah terdapat dua 
kepala rumah tangga atau dua KK maka boleh mendapat 
bantuan dari dana desa dan bantuan dari pemerintah pusat. 
Perangkat desa bersama petugas gugus Covid 19 betul-betul 
menyaring masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan 
tersebut. Menurut bu Lilis sebagai warga dari Dusun 
 


































Bulugondang mengatakan bahwa ada masyarakat yang bisa 
dikatakan bahwa mereka itu mampu, namun kedekatan dengan 
perangkat desa itu mempengaruhi mendapatkan bantuan 
tersebut. Ada salah satu warga yang mendapatkan bantuan itu, 
karena dia dekat dengan perangkat desa. secara tidak langsung 
itu tidak adil, karena pada dasarnya bantuan ini diperuntukkan 
bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid 19. Besaran 
nominal yang diberikan sebesar Rp. 300.000/Kepala Rumah 
Tangga. 
Mas}lah}ah yang terkandung dalam keadilan ini adalah 
mas}lah}ah al-kha>ssah karena pemimpin memberikan bantuan 
kepada orang terdekat. Itu hanya memberikan manfaat kepada 
orang itu saja, seharusnya pemimpin memberikannya kepada 
orang yang berhak menerima. Karena pada dasarnya, bantuan 
itu harus merata kepada orang miskin yang terdampak Covid 19, 
agar tidak berputar pada orang itu-itu saja. Namun bisa juga 
dikatakan mas}lah}ah al-‘a>mmah karena pemimpin memberikan 
bantuan sesuai dengan besaran nominal tanpa ada potongan, 
yaitu sebesar Rp. 300.000/KPM. 
c. Merealisasikan kemashlahatan untuk manusia 
Kepemimpinan terkait dengan masalah kemaslahatan 
yang merupakan tugas sekaligus amanah bagi seorang 
pemimpin. Seorang pemimpin atau imam adalah pemeran dari 
 


































tugas yang harus dijalankan. Kepemimpinan bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu juga 
dengan kebijakan pemimpin harus memberikan kemaslahatan 
kepada rakyatnya. Kebijakan pemimpin dalam penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 haruslah memberikan kemudahan dan transparansi 
dalam penyampaiannya.  
Menurut Pak Ismail sebagai Kepala Desa Bulumargi 
mengatakan bahwa realisasi kemaslahatan penyaluran dan 
pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban 
Covid 19 adalah dapat memberikan manfaat sekaligus 
mensejahterakan masyarakat. Realisasinya adalah perangkat 
Desa menyediakan tempat pengambilan bantuan di Balaidesa 
kemudian adanya kebijakan ini dapat membantu rumah tangga 
yang membutuhkan sekaligus dapat membeli keperluan yang 
sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid 19. Menurut Ibu Ana 
Ningsih sebagai masyarakat Dusun Kepoh mengatakan Bantuan 
Dana Desa ini diberikan sesuai dengan besaran nominal dan 
direlaisasikan sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya 
disosialisasikan dalam musyawarah desa. Bantuan dari Dana 
Desa ini berlangsung sampai tahun 2021.  
Mas}lah}ah yang terdapat dalam merealisasikan 
kemaslahatan untuk manusia adalah mas}lah}ah al-‘a>mmah sebab 
 


































pemimpin merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
berdasarkan surat Edaran yang tertera dalam Kementerian Desa 
PDTT. Hal ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang 
membutuhkan di masa pandemi, mengingat kebutuhan setiap 
orang untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi Covid 19.  
Menurut Abu Faḍl Muhammad Ya>sin bin Isa al-Fa>da>ni> 
dalam Ahmad Rudi menyatakan, bahwa secara konseptual, 
hubungan dlaru>riyat al-khamsah dan kebijakan publik yang 
bersandar pada kaidah “tasharraf al-ima>m ‘ala > rai>yah al-
manu>thun bi al-mas}lah}ah” yaitu kebijakan bagi rakyat 
tergantung kemaslahatan. Mashlah}ah dalam konsteks ini sesuai 
dengan yang dicetuskan oleh al-Ghazali yang menjaga lima 
elemen dlaru>riyat al-khamsah. 
3. Tujuan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
Korban Covid 19  
Tujuan umum dari syari‟ah adalah untuk merealisasikan 
kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan 
menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan 
oleh syari‟ah dari kelima unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta yang memiliki tiga peringkat kebutuhan yang 































































       Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 8/5/2021) 
Pada bagan 4.4 menjelaskan tentang dlaru>riyah al-
khamsah dalam konsep penjagaan. Dalam menjaga lima unsur  
dlaru>riyah al-khamsah terdapat konsep penjagaan, yaitu penjagaan 
dengan cara (H}ifz} min nahiyah al-wuju>d) dan penjagaan dengan 
cara tidak ada (H}ifz} min nahiyah al-adam). Di tahun 2020, 
pemerintah menyalurkan beberapa bantuan yang bertujuan untuk 
membantu masyarakat untuk tetap mempertahankan hidupnya 
dimasa pandemi Covid 19. Menurut Ibu Siti Umu Kulsum dari 
Dusun Kepoh mengatakan bahwa penyaluran tersebut dapat 
Maqa>shid al-syari>’ah 
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membantu meringakan beban keluarga yang semula bekerja, 
namun ketika pandemi melanda tidak bisa untuk kemana-mana, 
setalah mendapatkan bantuan dari Dana Desa yang berupa BLT 
Dana Desa ini digunakan untuk membeli keperluan sekolah anak-
anak sekaligus membeli kebutuhan pokok. 
4. Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
pada korban Covid 19 
Dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa di masa pandemi ini, manfaat yang bisa didapat adalah dapat 
membantun rumah tangga untuk tetap menjaga daya beli 
masyarakat di masa pandemi Covid 19. Menurut pak Ismail selaku 
Kepala Desa Bulumargi mengatakan bahwa manfaat dari 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi 
Covid 19 ini dapat membantun rumah tangga pencari nafkah utama 
yang tidak bekerja atau penghasilannya sangat berpengaruh akibat 
dampak Covid 19 serta membantu rumah tangga yang tidak dapat 
membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan. 
Secara tidak langsung kebutuhan dlaru>ri seseorang itu dapat 
terpenuhi. 
Dapat diketahui bahwa kebutuhan dlaru>ri yaitu kebutuhan 
primer dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik 
aspek agama atau aspek duniawi. Hal ini termasuk sesuatu yang 
tidak dapat digantikan dan ditinggalkan dalam kehidupan manusia. 
 


































Jika itu tidak ada dalam kehidupan manusia, maka manusia akan 
menjadi hancur dan kehidupan akhirat juga rusak. Dlaru>riyat 
merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Menurut ibu 
Siti Rochmah dari Dusun Kemlagi mengatakan bahwa untuk 
memenuhi kebutuhan dalam belanja sehari-hari ini menggunakan 
dana dari BLT Dana Desa, namun sebagai ibu rumah tangga harus 
bisa menyimpan atau menggunakan uang dengan baik, agar ketika 
ada kebutuhan yang mendesak bisa segera ditangani. Menurut Pak 
Sibun dari Dusun Kemlagi mengatakan bahwa kebutuhan hidup 
nomor satu saat ini adalah makan, kemudian membiayai anak 
sekolah, ketika ada bantuan dari dana desa, mereka menggunakan 
dengan baik. Selain itu, beliau mengatakan bahwa bantuan dana 
desa ini sangat mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan di 
masa pandemi Covid 19. 
Dilihat dari segi implementasi yang bersandar pada 
kalimat al-Ghazali yaitu mewujudkan kemaslahatan yang 
melingkari lima elemen dlaru>riyat al-khamsah. Kemudian 
dikembangkan oleh al-Sya>ti>bi dalam Achmad Beadie dengan dua 
konsep yaitu h}ifz} min nahiyah al-wuju>d (menjaga hal-hal yang 
dapat melanggengkan keberadaannya) dan h}ifz} min nahiyah al-
adam (mencegah hal-hal yang dapat dihilangkan). H}ifz} min 
nahiyah al-wuju>d merupakan tujuan eksistensi dari lima elemen 
dlaru>riyat al-khamsah agar terus terjaga dengan baik. Sedangkan 
 


































h}ifz} min nahiyah al-adam merupakan upaya untuk menjaga agar 




a. Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
perspektif penjagaan Agama (H}ifz} ad-di>n) 
1) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara ada (h}ifz} min nahiyah 
al-wuju>d) 
a) Dlaru>riyat  merupakan konklusi dari h}ifz} an-nafs, h}ifz} al-‘aql, 
h}ifz} an-nasl, h}ifz} al-ma>l. Karena jika manusia tidak terjaga 
jiwa, akal, keturunan, dan harta benda maka mereka tidak 
akan bisa menjaga agamanya dengan baik pula.  
b) Implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa berperan menggantikan Bantuan Sosial Tunai 
yang tidak sesuai dengan data yang sudah dicover oleh pusat 
dan terjadi ketimpangan dan perselisihan. Dalam QS. Al-
Anfa>l ayat 46 : 
 
 “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah 
kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu 
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Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah,” Al-
Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid Vol.3. No.1 (2020): 1–16. 
 


































menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 




2) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara tidak ada (h}ifz} min 
nahiyah al-adam) 
a) Menjaga h}ifz ad-di>n dengan cara tidak ada, yaitu memerangi 
segala bentuk perselisihan dan ketidakadilan yang bisa 
menghilangkan tercapainya penjagaan jiwa, akal, keturunan, 
dan harta benda. 
b) Menghindari segala bentuk usaha yang tidak baik yaitu 
meminjam uang ke bank atau ke orang lain dengan bunga 
sekian atau dengan cara meminta-minta. 
b. Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
perspektif penjagaan Jiwa (H}ifz} an-Nafs) 
1) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara ada (h}ifz} min nahiyah 
al-wuju>d) 
a) Perintah untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa untuk membelanjakan pada kebutuhan dasar atau 
barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan saat pandemi 
Covid 19 dan diberikan kepada orang yang berhak untuk 
menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
dalam Surat Edaran Kemendes PDTT.  
b) Tujuan ekonomi Islam menurut al-Shiddiqy5 antara lain : 
memenuhi kebutuhan hidup seseorang, memenuhi kebutuhan 
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 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemah Untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010) 
 


































keluarga, memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang 
panjang, menyediakan kebutuhan keluarga, dan memberikan 
bantuan sosial di jalan Allah. Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan 
c) Pendapatan negara yang naik dan dibarengi dengan 
berkurangnya kemiskinan secara riil dan meratanya distribusi 
dengan baik. 
2) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara tidak ada (h}ifz} min 
nahiyah al-adam) 
a) Membatasi dan menghindari kosnumerisme atau gaya hidup 
yang mewah ketika mendapatkan bantuan harus digunakan 
dengan baik, digunakan untuk membeli kebutuhan pokok 
yang benar-benar dibutuhkan saat pandemi 
b) Menghindari gaya hidup yang mewah yang diukur dengan 
kebahagiaan dan kesenangan. Karena konsumerisme 
termasuk gaya hidup yang tidak hemat (boros) 
c) Menganalisis dengan baik penyebab kemiskinan dan 
distribusi yang tidak adil disebabkan oleh perbedaan 
distribusi sumber ekonomi dan kebutuhan masing-masing 
individu. 
                                                                                                                                                               
5 Muhammad Nejatullah Al-Shiddiqy, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Terj. Anas Sidik dari judul 
aslinya “The Islamic Enterprise In Islam”. (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2004). 93-94 
 
 


































c. Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
perspektif penjagaan Akal (H}ifz} al-‘Aql) 
1) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara ada (h}ifz} min nahiyah 
al-wuju>d) 
a) Perintah untuk mengubah pemikiran dengan cara 
membedakan antara kebutuhan dan keinginan 
b) Perintah untuk mengubah pemikiran tentang kepuasan 
dengan menggantikannya dengan kemaslahatan 
c) Menyelaraskan beberapa bantuan dari penerintah yang sudah 
berjalan selama ini dengan bantuan yang mendukung 
tercapainya penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19, misal Bantuan 
Sosial Tunai (BST), PKH, BPNT, Pra Kerja, Beras, dan 
sebagainya 
2) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara tidak ada (h}ifz} min 
nahiyah al-adam) 
a) Menghindari sikap berlebih-lebihan (boros) dan memulai 
hidup dengan cara yang sederhana  
b) Membatasi gaya hidup yang hanya mengedepankan kepuasan 
dan menhalalkan segala kemewahan yang melampaui batas 
c) Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung atau 
menghambat tercapainya penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa pada korban Covid 19, misal penyediaan 
 


































tempat pengambilan bantuan penerima bantuan secara 
(Virtual Account) melalui Bank Jatim 
d. Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
perspektif penjagaan Keturunan (H}ifz} an-Nasl) 
1) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara ada (h}ifz} min nahiyah 
al-wuju>d) 
a) Membangun ekonomi keluarga yang dimulai dari 
pelaksanaan konsep ibu rumah tangga yang berperan dalam 
manajemen keuangan keluarga menjadi kuat, sehingga ibu-
ibu rumah tangga bisa membelanjakan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa sesuai dengan kebutuhan yang sangat 
penting, misal untuk pembelanjaan kebutuhan pokok dan 
kebutuhan pendidikan anak, sehingga aktivitas yang 
dilakukan pun bisa mendatangkan manfaat 
2) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara tidak ada (h}ifz} min 
nahiyah al-adam) 
a) Menghindari segala hal yang tidak mendukung aktivitas 
keseharian atau pembelanjaan kebutuhan pokok berdasarkan 
kebutuhan dalam rangka memanfaatkan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa  
e. Penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
perspektif penjagaan Harta Benda (H}ifz} al-Ma>l) 
 


































1) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara ada (h}ifz} min nahiyah 
al-wuju>d) 
a) Perintah untuk berlaku adil, setiap individu harus menerima 
pendapatan sekurang-kurangnya dapat mencukupi kebutuhan 
yang layak, kepemilikan pribadi diperbolehkan, namun harta 
tidak boleh tertuju pada orang-orang itu saja, oleh karena itu 
bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah berupa 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaiknya disalurkan 
kepada orang miskin yang terdampak Covid 19. Dalam QS. 
Al-Hasyr ayat 7 :  

  
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 
penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. 
apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
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b) Sistem distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang 
adil diantara para penerima bantuan. 
2) Dlaru>riyat dalam Penjagaan dengan cara tidak ada (h}ifz} min 
nahiyah al-adam) 
a) Menghindari sistem yang bermuara pada ketidakadilan, 
karena mengakibatkan perselisihan 
b) Larangan penyelewengan atau ketidakadilan terhadap 
penerima bantuan, misal: penerima sudah menerima 
bantuan sosial dari pusat harus disaring dengan betul, agar 
tidak tumpang tindih mendapatkan bantuan (double). 
Menurut al-Ghazali dalam Halil menyatakan, bahwa 
kemaslahatan menyakut lima hal sesuai dengan urutan yaitu menjaga 
agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan/nasab, dan 
menjaga harta. Konsep ini mengacu pada penentuan klasifikasi 
kebutuhan, sehingga dapat berguna sebagai alur penyelesaian suatu 
masalah. Dlaru>riyat al-khamsah yaitu:  
1) Menjaga Agama adalah hilangnya keberagaman dari segi individu 
atau kelompok menyeluruh yang dipengaruh oleh faktor internal 
maupun eksternal.  
2) Menjaga jiwa yaitu agar manusia terhindar dari kematian, artinya 
ancaman-ancaman terhadap jiwa yang mengalami faktor penyebab 
kematian. Menurut Nu‟man, penyebab kematian dapat berupa 
kesulitan dalam waktu yang lama dan perlahan akan 
 


































membunuhnya, misal hilangnya ketersediaan bahan pokok dan 
lainnya. 
3) Menjaga akal adalah seseorang terhindar dari faktor-faktor yang 
merusak akalnya, misal narkoba, minum-minuman keras, dan 
lainnya. Melihat faktor-faktor yang mengancam akal adalah dari 
bahan-bahan dan zat yang terkandung di dalamnya yang kemudian 
bisa merusak akal sehat. 
4) Terjaganya nasab yaitu ketika seseorang terhindar dari 
percampuran atau hilangnya silsilah. Artinya ancaman bagi 
nasab/keturunan dilihat dari aktifitas yang menjerumuskan 
seseorang di luar pernikahan. 
5) Menjaga harta adalah seseorang memiliki penghargaan dan 
penghormatan, dimana hal tersebut bisa menjadikan seseorang itu 
aman, tidak disalahgunakan. Namun demikian, ancaman terhadap 
harta yaitu pencurian dan tidak memanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan penggunaan harta dengan baik.
 
 
Dlaru>riyat merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia 
demi menjaga kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah memerintahkan 
manusia melakukan kegiatan dan segala upaya bagi keberadaan serta 
kesempuraan untuk memenuhi kebutuhannya. Segala tindakan yang secara 
langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok bahasan tersebut 
adalah buruk, maka dari itu Allah melarangnya. 
 
 





































Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang 
implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi 
perspektif Mashlah}ah dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa 
Bulumargi meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur 
birokrasi, dan sumber daya. sedangkan tingkat implementasi 
kebijakan terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Aktor 
atau tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 adalah tim 
pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana. Jika dijelaskan 
kebijakan mulai dari isi kebijakan yakni tipe manfaat serta sumber 
daya yang diikutsertakan tersebut sudah terbentuk dan menjadi 
keputusan oleh pemerintah pusat. Kemudian Anggaran Dana yang 
diajukan oleh tim pelaksana dievaluasi oleh tim pembina dan tim 
pengendali, setelah itu Dana Desa siap disalurkan kepada 
masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19.  
2. Mas}lah}ah yang muncul pada Implementasi Kebijakan Penyaluran 
dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada 
Korban Covid 19 di Desa Bulumargai adalah Mas}lah}ah al-‘A<mmah 
 


































dan Mas}lah}ah al-Kha>ssah. Sehingga dapat memberikan manfaat 
tersendiri bagi tim pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana. 
Kebijakan tersebut merupakan konsep yang memiliki nilai yang 
sama yaitu bertujaun untuk kesejahteraan manusia. Konsep 
penjagaan melalui h}ifz} min nahiyah al-wuju>d (penjagaan dengan 
cara ada) dan h}ifz} min nahiyah al-adam (penjagaan dengan cara 
tidak ada), maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari kebijakan 
tersebut sangat sesuai dengan tujuan pensyariatan hukum-hukum 
dalam ekonomi syari’ah. 
B. Saran 
1. Sebagai desa yang sudah menerapkan implementasi kebijakan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat 
menyalurkan dengan tepat waktu dan adil, tanpa mengandalkan 
kedekatan antara perangkat Desa dan saudara terdekat. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik terhadap judul atau 
permasalahan yang hampir sama atau sejenis, diharapkan dapat 
mengupas lebih lanjut tentang kebijakan penyaluran dan pemanfaatn 
bantuan langsung tunai dana desa pada korban Covid 19 perspektif 
maslahah. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut menjadi kajian 
berikutnya dalam konteks kebijakan pemerintahan. 
C. Keterbatasan Peneliti 
Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai 
waktu dan tempat penelitian yang sulit dijangkau. Dan adanya 
 


































pandemi Covid 19 yang menyebabkan kurang menggali informasi 
lebih dalam lagi. Oleh karena itu, peneliti membatasi pada penelitian di 
lingkup Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 
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